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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembagunan nasional. Dalam 
rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu 
memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar 1945, sebagaimana telah tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar 
1945 alinea IV salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, 
maka diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari 
segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa 
depan.  
Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, 
dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan 
kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih 
dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa 
mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu terdapat pula anak yang 
karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian, baik 
secara fisik, mental maupun sosial.  
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Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun 
tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat 
merugikan dirinya dan atau masyarakat. 
Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak hanya 
dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan 
oleh anak-anak semakin marak terjadi. Fenomena meningkatnya perilaku tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia 
pelakunya. Tingginya perkara anak usia belasan tahun apalagi mampu melakukan 
kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya, yang 
dimana layaknya dilakukan oleh orang dewasa. 
Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah 
laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat baik 
secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, anak kurang atau tidak 
memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam 
pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, 
wali, atau orang tua asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan 
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup 
yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat.  
Dalam hal ini ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar 
hukum, kemudian anak tersebut dijatuhi vonis pidana, maka anak tersebut akan 
menjalani masa pidananya di dalam  penjara. Akan tetapi pidana penjara sangat 
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mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Selama dipidana anak akan 
kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri. Untuk mengembalikan 
kepercayaan anak maka salah satu unit di luar lembaga pemasyarakatan yang 
berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai 
Pemasyarakatan atau biasa disebut BAPAS. 
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
pasal 1 angka 4 bahwa
1
 Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS 
adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Sedangkan 
menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 
anak pasal 1 angka 24 bahwa
2
 Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut 
BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas 
dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan 
pendampingan.  
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi 
menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktoral Jendral Pemasyarakatan 
dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk 
dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian 
pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. 
Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik 
didalam masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri 
sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan. 
                                                          
1
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4 
2
 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 
angka 24 
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Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peranan yang penting 
dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana anak yang telah 
memperoleh pembebasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang 
khusus. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 dijelaskan bahwa
3
 
bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan pada BAPAS. 
Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan
4
 “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Sebagai 
konsekuensi atas perlindungan terhadap tindakan pembimbingan tersebut, dalam 
Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa 
“Bimbingan terhadap narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang diberi 
pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS”. 
Dari penjelasan diatas maka tujuan utama dari pembebasan bersyarat ialah 
apabila narapidana anak telah menjalani pidananya dua pertiga 2/3 dari pidana 
yang dijatuhkan padanya dan kembali dalam lingkungan masyarakat, narapidana 
tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga narapidana tersebut 
mampu untuk merubah sikap dan perilakunya. Untuk dapat merubah sikap dan 
                                                          
3
 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 
4
 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 43  
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perilakunya hal ini juga tergantung pada pembimbingan dan pembinaan yang 
diterima oleh terpidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga 
konstribusi dari petugas BAPAS dalam melakukan bimbingan. Hal  ini termasuk 
dalam bimbingan dan pendidikan yang diperoleh sehingga anak  tersebut 
bersungguh-sungguh untuk hidup ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai 
macam kegaiatan yang diberikan saat berada di BAPAS. Sehingga dapat 
dijelaskan bahwa esensi dari pembebasan bersyarat ialah mengembalikan 
terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik, serta 
berguna terhadap sesama manusia, nusa dan bangsa. 
Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak 
disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan 
bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi 
pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan 
bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing 
kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di BAPAS. Mengenai 
bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan 
dan pendidikan untuk bekal hidup bagi seorang narapidana untuk hidup layak 
dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan 
tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh BAPAS.  
Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi lapangan 
masih terdapat anak-anak setelah dibimbing oleh BAPAS kembali melakukan 
perbuatan melanggar hukum atau masih mengulangi perbuatan tindak pidana yang 
pernah ia lakukan. Dari data yang diperoleh klien anak yang melakukan tindak 
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pidana kembali pada tahun 2015/2016 yakni 18 tindak pidana pencurian, 5 tindak 
pidana pencurian dan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal, 5 
tindak pidana senjata tajam, 5 tindak pidana penganiayaan, dan 1 tindak pidana 
kekerasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu efektif bimbingan yang 
diberikan BAPAS terhadap klien anak pemasyarakatan . 
Dengan melihat uraian diatas, betapa pentingnya dan tidak dapat 
dipisahkan antara fungsi kontrol, bimbingan, dan peranan yang ditanggung kepada 
Balai Pemasyarakatan terhadap kebutuhan dan juga masa depan dari seseorang 
yang berstatus sebagai seorang narapidana. Peranan Balai Pemasyarakatan melalui 
petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan 
kelanjutan dari proses pembinaan narapidana untuk membangun dan membenahi 
seseorang agar menjadi lebih baik.  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis terinspirasi untuk 
melakukan suatu penelitian tentang “Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam 
Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan 
Bersyarat ( Studi Pada BAPAS Kota Makassar )”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang mengenai masalah di atas, maka peneliti 
dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :  
1. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan klien anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kota Makassar? 
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2.  Faktor apa yang menjadi penunjang dan penghambat BAPAS Kota 
Makassar dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat? 
3. Bagaimana upaya BAPAS Kota Makassar dalam pelaksanaan 
pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat?  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan  pembimbingan klien anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kota 
Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penunjang dan penghambat 
BAPAS Kota Makassar dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak 
yang memperoleh pembebasan bersyarat. 
3. Untuk mengetahui upaya BAPAS Kota Makassar dalam pelaksanaan 
pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat. 
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D. Manfaat Penelitian 
a) Manfaat Teoritis 
1. Untuk mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan pada pembelajaran 
PPKn 
2. Untuk menjadi referensi kajian ilmiah terhadap peranan Balai 
Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat ( Studi Pada Bapas Kota Makassar ) 
b) Manfaat Praktis 
1. Lembaga Universitas Negeri Makassar  
Diharapkan dengan adanya skripsi ini bagi Lembaga Pendidikan Tinggi 
Universitas Negeri Makassar dapat menambah referensi dalam penelitian yang 
terkait dengan permasalahan peranan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan 
pembimbingan  klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat. 
2. Balai Pemasyarakatan ( BAPAS ) Kota Makassar 
Diharapkan Balai Pemasyarakatan Kota Makassar untuk tetap melakukan 
pembimbingan, pengawasan dan pendampingan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun yang telah 
menjadi klien pemasyarakatan. Selain itu diharapkan BAPAS Kota Makassar  
juga dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya selama ini agar tetap 
dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.  
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3. Masyarakat Umum 
Diharapkan dengan adanya skripsi ini masyarakat umum dapat menambah 
ilmu pengetahuan seputar tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan, agar 
masyarakat menjadi lebih paham dan mengerti seputar peranan Balai 
Pemasyarakatan selama ini. 
4. Bagi Peneliti 
Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para 
pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga penulis terdorong untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut baik dalam bidang hukum maupun bidang keilmuan 
lainnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Balai Pemasyarakatan 
a) Pengertian Balai Pemasyarakatan 
Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana 
teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian 
kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
5
 Menurut Pasal 
1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
memberikan pengertian bahwa “ Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut 
BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan “. 
Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-
undang Nomor 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “ Seseorang yang berada 
dalam bimbingan BAPAS”.6  
Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-
PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah 
Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menagani 
pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, 
narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti 
menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan 
bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara 
yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.
7
 
                                                          
     
5
Pasal 1 angka 24 Undang-undang  Sistem Peradilan Pidana Anak 
      
6
Undang-undang Nomor 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 9 
      
7
A.IHSANIAH. 2008. Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh   
Pembebasan Bersyarat dibalai pemasyarakatan Makassar. Skripsi tidak diterbitkan. Malang. 
Skripsi Universitas Hasanuddin. Hal 14. 
10 10 
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Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut 
dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak ( Balai BISPA) 
adalah  
unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat 
(dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan 
cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan 
bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh 
Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.
8
 
 
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Balai 
Pemasyarakatan merupakan salah satu unit yang berada diluar lembaga 
pemasyarakatan dimana tugas dan fungsinya ialah melakukan pembimbingan, 
pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan yang terdiri dari 
terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan 
bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat 
pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh. 
b) Sejarah Singkat berdirinya Balai Pemasyarakatan 
Berdirinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak terlepas dari sejarah 
kepenjaraan, sebab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu segi 
pelaksanaan kepenjaraan yang telah mengalami perubahan seperti sekarang. Pada 
awalnya yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan 
pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
adalah Balai BISPA yang sekarang ini namanya berubah menjadi Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit 
Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan 
                                                          
8
 Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung : Refika Aditama. 2005. Hal.49 
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pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan 
menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan. 
Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sudah dikenal adanya Badan 
Reklassering dan Yayasan Prayuwana yang berfungsi membina dan mengawasi 
narapidana dan anak didik diluar penjara. Hal ini sesuai dengan yang tercantum 
Manual Pemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (1980: 11) menyatakan bahwa 
Sebenarnya pengembangan Balai BISPA adalah sebagai 
usaha pengembangan Reklassering yang pernah berdiri 
sejak tahun 1927 dengan ordonansi tahun 1926 Stbl. 
Nomor 251 yang pada waktu itu pelaksanaanya 
menggunakan tenaga dari Badan Reklassering swasta dan 
Yayasan Prayuwana demi menghemat biaya.
9
 
 
Di Indonesia Reklassering ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada 
tahun 1928 yang merupakan jawatan pemerintah yang menjadi bagian dari 
Departemen Kehakiman dengan nama Reints Voor de Reclassering, jawatan ini 
mengorganisir pembentukan Badan-badan Reklassering swasta yang ada di kota-
kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan 
dan Bandung. Pada tahun 1933 jawatan Reklassering bukanlah jawatan yang 
berdiri sendiri akan tetapi disatukan dengan jawatan kepenjaraan. 
Guna menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pemasyarakatan 
ini, maka berdasarkan keputusan Presiden Ampera tanggal 3 November 1966 
Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang struktur organisasi dan tugas departemen 
lahirnya Direktorat BISPA yang semula merupakan bagian dalam Direktorat 
                                                          
9
 Op.Cit, A. IHSANIAH, HAL 19-22 
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Pemasyarakatan, kedua direktorat ini dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Bina 
Tuna Warga berdasarkan Keppres Nomor 47 tahun 1959 tanggal 27 September 
diganti dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 
Pembentukan Balai BISPA ditegaskan pada tahun 1976 yaitu dengan Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 7.5.4/2/23 tahun 1976 dan dibentuk Balai 
BISPA di tiap kota madya. Sebagai dasar susunan organisasi Balai BISPA 
kelaurlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/12/20, menyusul 
Keppres Nomor 47 tahun 1979 tentang Perubahan Direktorat Jenderal Bina Tuna 
Warga menjadi Direktorat Pemasyarakatan. 
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia No: J.S.4/3/7 tahun 1976 nama Kantor Bispa berubah maenjadi Balai 
Bispa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.PR.07.03 
tanggal 5 September 1997 maka Balai Bispa berubah namanya menjadi Bapas 
(Balai Pemasyarakatan). Sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka seluruh 
kantor Balai BISPA menjadi kantor BAPAS dan tetap melaksanakan tugas dan 
fungsinya sebagaimana tugas dan fungsi BISPA.  
c) Tugas, Fungsi, Jenis bimbingan, Proses Pelaksanaan bimbingan, 
dan Kedudukan Balai Pemasyarakatan 
1. Tugas Balai Pemasyarakatan 
Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan 
kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan pasal 63  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak salah satu petugas kemasyarakatan adalah Pembimbing 
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Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Kemasyarakatan 
pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan ( Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Tugas 
Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 
2012 Pasal 65 adalah: 
a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan 
Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan 
pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan 
pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada 
pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan. 
b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, 
baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS 
DAN LPKA; 
c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan 
Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan 
lainnya; 
d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan 
terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi 
pidana atau dikenai tindakan; dan 
e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan 
terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan 
bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
10
  
 
2. Fungsi Balai Pemasyarakatan 
Pembinaan khusus di luar Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaan kegiatan 
teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Petugas 
teknis Balai Pemasyarakatan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan dan 
melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Menjadi seorang petugas 
teknis pada Balai Pemasyarakatan minimum tamatan SPSA/SMPS dan harus 
mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, khusus tentang tugas pembinaan luar 
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Lembaga Pemasyarakatan. Adapun fungsi pembimbing kemasyarakatan 
diantaranya : 
a. Penyajian Laporan Penelitian Kemasyarakatan 
Setelah Balai Pemasyarakatan menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan 
penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga 
Kemasyarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan 
untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang melakukan usaha-usaha : 
1) Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/ 
mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat lain yang ada 
hubungan dengan permasalahan klien. 
2) Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan 
menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, 
sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam 
Laporan Penelitian Kemasyarakatan. 
3) Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan 
penelitian pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus 
dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian 
Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, 
maupun dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di 
Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk 
menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga 
Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan.
11
 
 
b. Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial 
Akibat perkembangan zaman yang semakin pesat dan juga kebutuhan hidup 
yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya yang ada terbatas maka 
manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan 
kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat. Pemecahan masalah akibat disfungsi sosial 
diperlukan Pembimbing Kemasyarakatan, yang memahami masalah sosial dan 
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kemanusiaan secara mendalam dan profesional, yang dilakukan dengan cara 
mengadakan pendekatan penelitian. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing 
Kemasyarakatan langsung berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah atau 
pelanggar hukum, yang ditangani dengan menggunakan teori pendekatan dan 
metode ilmiah pekerjaan sosial secara profesional. 
c. Penelitian Kemasyarakatan 
Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam 
melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing 
Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan 
orang lain, cakap dalam mengadakan relationship, berkomunikasi dan dapat 
menerima individu apa adanya. Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan 
Pembimbingan Kemasyarakatan perlu menjaga dan memilihara hubungan baik 
dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara Pembimbingan 
Kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan 
masalahnya dengan terus terang tanpa curiga terhadap Pembimbing 
Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memahami dan 
menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbingan 
Kemasyarakatan tidak boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya 
Pembimbing Kemasyarakatan harus non judgemental mengenai baik atau buruk 
tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien. Pembimbing 
Kemasyarakatan setidak-tidaknya telah dididik sebagai pekerja sosial, ditambah 
pengetahuan tentang hukum, sosial pedagogi, dan hal-hal yang diperlukan dalam 
melakukan bimbingan kepada anak. 
21 
 
Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memberi keterangan-keterangan dan 
saran-saran kepada pengadilan, bukan membela supaya putusan pidana tidak 
menimbulkan akibat jelek bagi perkembangan pribadi anak. Hakim yang telah 
menjatuhkan putusan pidana demi perbaikan anak, harus mengetahui keadaan 
orangtua, panti-panti atau lembaga pendidikan, sehingga anak betul-betul dapat 
menjadi baik dan tidak hilang, kepercayaan baik kepada diri sendiri, kepada 
orangtuanya/ wali/ orangtua asuhnya. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus 
membantu Hakim mendapatkan keterangan-keterangan tersebut. Pembimbing 
Kemasyarakatan perlu menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan yang 
diutarakan oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan hubungan 
yang baik dan sifatnya disengaja dalam mengadakan wawancara dengan klien, 
keluarga klien dan masyarakat di lingkungan klien. Pembimbing Kemasyarakatan 
terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar diketahui bahwa pertemuan yang 
dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja. Ditentukan waktu dan tempat 
pertemuan. Pembimbing Kemasyarakatan menciptakan hubungan mesra, sehingga 
klien merasa tenang dan dapat menceritakan segala penderitaan bahkan masalah-
masalah yang dihadapinya. 
3. Jenis Bimbingan 
Pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS merupakan bagian dari 
Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 
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dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab 
(Pasal 2 Undang-undang Nomor 1995). Balai Pemasyarakatan didirikan setiap ibu 
kota Kabupaten atau Kotamadya, adapun yang menjadi permasalahan dalam 
BAPAS adalah : 
a. Bimbingan Kemasyarakatan 
b. Pengentasan anak 
 Bimbingan Kemasyarakatan 
Wujud Bimbingan Klien pemasyarakatan meliputi : 
1. Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah 
dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diselaraskan dengan 
kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana klien bertempat 
tinggal; 
2. Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan. 
Jenis bimbingan meliputi : 
1. Pendekatan agama; 
2. Pendidikan budi pekerti; 
3. Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok; 
4. Pendidikan formal; 
5. Kepramukaan; 
6. Pendidikan keterampilan kerja; 
7. Pendidikan kesejahteraan keluarga; 
8. Psikoterapi; 
9. Psikiatri terapi; 
10. Kepustakaan; 
 Pengentasan anak 
Ruang lingkup pengentasan anak meliputi: 
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1. Usaha-usaha penyusunan Case Study untuk melengkapi pertimbangan 
Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara anak. 
2. Usaha pembinaan dan bimbingan terhadap anak-anak terpidana, Anak 
Negara dan Anak sipil. 
3. Untuk mencari dan menemukan keluarga asuh bagi anak-anak yang 
menurut keputusan Hakim ditetapkan untuk diserahkan kepada orang lain 
atau keluarga lain yang mampu menjadi keluaraga asuh.
12
 
 
4. Proses Pelaksanaan Bimbingan 
Proses bimbingan yang dilakukan beberapa tahap yaitu
13
 : 
1) Bimbingan tahap awal 
Dalam bimbingan tahap awal ini, pelaksanaan kegiatan meliputi: 
a) Penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menentukan 
program bimbingan. Data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan 
oleh Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian diberikan 
saran/pertimbangan. 
b) Setelah dibuat litmas disusun rencana program bimbingan. 
c) Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang 
disusun. 
d) Penilaiaan pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan 
tahap berikutnya. 
2) Bimbingan tahap lanjutan 
Pada bimbingan tahap lanjutan perlu diperhatikan: 
a) Pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan 
kebutuhan dan permasalahan klien, pengurangan lapor diri, kunjugan 
rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien. 
b) Penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program 
bimbingan tahap akhir. 
3) Bimbingan tahap akhir 
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Pelaksanaan bimbingan tahap akhir; meneliti dan menilai secara 
keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan; mempersiapkan klien 
menghadapi akhir masa bimbingan; mempertimbangkan kemungkinan 
pelayanan bimbingan tambahan; mempersiapkan surat keterangan akhir 
masa pidana klien. Dalam menjalankan tahap-tahap ini, apabila terdapat 
kasus klien yang perlu dipecahkan, diadakan sidang khusus. Hasil sidang 
khusus tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijaksanaan 
selanjutnya. 
Tahap-tahap proses bimbingan klien ditetapkan melalui sidang Tim 
Pengamat Pemasyarakatan. Evaluasi dilakukan terhadap: a. perkembangan 
bimbingan klien; b. kemungkinan masalah yang dihadapi dalam 
bimbingan klien; c. kemungkinan cara lain yang ditempuh untuk 
melakukan bimbingan sesuai dengan situasi dan kondisi klien. 
Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 
pasal 40 tantang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan menerangkan proses pelaksanaan bimbingan sebagai 
berikut
14
: 
(1) Pembimbingan tahap awal meliputi: 
a. penerimaan dan pendaftaran Klien; 
b.pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan 
pembimbingan; 
c. penyusunan program pembimbingan; 
d. pelaksanaan program pembimbingan; dan 
e. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal. 
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(2) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi: 
a. penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan; 
b. pelaksanaan program pembimbingan; dan 
c. pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan. 
(3) Pembimbingan tahap akhir meliputi: 
a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir; 
b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir; 
c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap 
lanjutan. 
(4) Pembimbingan tahap akhir meliputi: 
a. penyusunan program pembimbingan tahap akhir; 
b. pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir; 
c. pengendalian pelaksanaan program pembimbingan. 
d. penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan 
dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan 
tambahan; dan 
e. pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan 
surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS. 
 
Sedangkan Pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
menjelaskan bahwa: 
 
(1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 
(1) huruf a bagi Klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai 
Klien sebagai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan. 
(2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ayat (1) huruf b bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan 
tahap awal sampai dengan 3/4 (tiga per empat) masa pembimbingan. 
(3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat 
(1) huruf c bagi Klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap 
pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan. 
(4) Pentahapan dalam proses pembimbingan Klien Pemasyarakatan 
ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS.
15
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5. Kedudukan Balai Pemasyarakatan 
Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah sebagai unit pelaksana 
teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Hal ini mengandung 
pengertian bahwa Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham) yang secara teknis berada di 
bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.  
Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis bimbingan 
kemasyarakatan sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai kata 
peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka 
pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggar hukum. Sistem 
pemasyarakatan merupakan perwujudan dari kebijakan baru dalam 
memberlakukan narapidana atau pun tersangka/terdakwa anak yang lebih bersifat 
mengayomi masyarakatan dari gangguan kejahatan. Balai pemasyarakatan 
merupakan suatu organisasi dengan mekanisme kerja yang menggambarkan 
hubungan dan jalur-jalur perintah atau komando vertikal maupun horizontal dalam 
mencapai tujuan yang ditetapkan.  
Dalam hal ini setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya 
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu 
penerapan organisasi Balai Pemasyarakatan telah diatur sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. Dalam struktur organisasi Balai Pemasyarakatan dibedakan dengan 
klasifikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
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Nomor: 75/4/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas 
Departemen Kehakiman, dibentuk Direktorat Bispa (Balai Bimbingan 
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) dan Keputusan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia Nomor M.05.PR.07.03 Tahun 1997 menghapus Balai 
Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS). 
16
 
2.Pembimbingan 
a) Pengertian Bimbingan 
Secara etimologis, bimbingan merupakan terjemahan dari kata 
“guidance”. Kata “guidance” yang dasarnya “guide” mempunyai beberapa arti : 
a. Menunjukkan jalan (showing the way), 
b. Memimpin (leading), 
c. Memberi petunjuk (giving instruction), 
d. Mengatur (regulating), 
e. Mengarahkan (governing), dan 
f. Memberi nasihat (giving advice) (Winkel,1991) 
Istilah “guidance”, juga diterjemahkan dengan arti bantuan atau tuntunan. 
Ada juga yang menerjemahkan kata “guidance” dengan arti pertolongan. 
Berdasarkan arti ini, secara etimologis, bimbingan berarti bantuan atau tuntunan; 
tetapi tidak semua bantuan atau tuntunan yang diberikan seseorang kepada orang 
lain berarti bimbingan, sebab bantuan yang berarti bimbingan harus memenuhi 
beberapa persyaratan sebagai berikut : 
a. Ada tujuan yang jelas untuk apa pertolongan itu diberikan. 
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b. Harus terencana. 
c. Berproses dan sistematis ( melalui tahapan-tahapan tertentu). 
d. Menggunakan berbagai cara atau pendekatan tertentu. 
e. Dilakukan oleh orang ahli ( mempunyai pengetahuan tentang 
bimbingan). 
f. Dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dari pemberian bantuan. 
 
Definisi bimbingan dikemukakan dalam Year’s Book of Education 1955, 
bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri 
untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh 
kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. 
 
Menurut Failor, Bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam 
proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya 
sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio-ekonomisnya 
masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana 
mengintegerasikan kedua hal tersebut melaui pemilihan-pemilihan serta 
penyesuaian-penyesuaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan 
kedayaan hidup ekonomi sosial. 
 
Stoops dan Walquits menyatakan bimbingan adalah proses yang terus-
menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai 
kemampuannya secara maksimum dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-
besarnya. 
Menurut Dr. Racman Natawidjaja menyatakan Bimbingan adalah suatu 
proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara 
berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia 
sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan 
tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta 
kehidupan umum. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan 
dapat memberikan sumbangan yang berararti bagi kehidupan masyarakat 
umumnya. 
Menurut Dra.Hallen A,M.Pd., dalam buku Bimbingan dan Konseling 
bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang 
pembimbing, yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkan dalam 
rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dangan 
menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suaasana 
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asuhan yang normative agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat 
bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.
17
 
Menurut W.S. Winkel Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada 
sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam 
mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. 
 
Menurut Frank Parson, dalam Jones 1951 Bimbingan adalah sebagai 
bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan 
diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang 
dipilihnya itu. 
Menurut Smith 1959 Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan 
kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan 
keteampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, 
rencana-rencana, dan interprestasi-interprestasi yang diperlukan untuk 
menyesuaikan diri yang baik. 
Menurut Mortensen & Shumuller, 1976 Bimbingan dapat diartikan 
sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan yang membantu menyediakan 
kesempatan-kesempatan pribadi dan layanan staf ahli dengan cara mana setiap 
individu dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan dan kesunggupannya 
sepenuh-sepenuhnya sesuai dengan ide-ide demokrasi. 
Menurut Bernad & Fullmer 1969 Bimbingan merupakan segala kegiatan 
yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu.
18
 
Miller (1961) dalam Surya (1988), menyatakan bahwa bimbingan 
merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan 
pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara 
maksimal kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat. 
Selanjutnya Surya (1988) mengutip pendapat Crow & Crow (1960) 
menyatakan bahwa “ bimbingan ialah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik 
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laki-laki maupun perempuan yang mempunyai pribadi baik dan pendidikan yang 
memadai, kepada seseorang (individu) dari setiap umur untuk membantunya 
mengembangkan aktivitas-aktivitas hidupnya sendiri, mengembangkan arah 
pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya 
sendiri”.19 
Menurut Donald G. Mortenson (1964) mengemukakan bimbingan 
sebagai berikut: 
“….As that part of the total education program, that help provide the 
personal opportunities and specialized staff service  by which each 
individual can develop ti the fullest of his abilities and capacities in terms 
of the democratic ideal”. 
Beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya ialah: 
1. Bimbingan merupakan bagian dari program pendidikan. 
2. Bimbingan merupakan bantuan dan kesempatan setiap orang. 
3. Bimbingan diberikan oleh petugas yang memiliki keahlian. 
4. Dengan Bimbingan individu diharapkan dapat berkembang sesuai 
dengan kemampuannya. 
5. Dasar bimbingan ialah demokrasi. 
 
Sedangkan menurut Lefevar, dalam Mc Daniel (1959) berpendapat: 
“…..bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur, 
sistematik, guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya 
dalam menentukan dan mengarah hidupnya, pada akhirnya ia dapat 
memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan 
sumbangan yang berarti bagi masyarakat”.  
 
Jika dirinci unsur-unsur yang terkandung di dalamnya: 
1. Bimbingan merupakan bagian dari proses pendidikan 
2. Bimbingan dilakukan secara teratur dab sistematik 
3. Bimbingan diberikan kepada anak muda 
4. Tujuannya mengarahkan dirinya sendiri 
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5. Bimbingan berusaha agar si terbimbing memperoleh pengalaman 
yang berguna 
Menurut Shertzer B. dan Stone dalam Fundamentals of Guidance 
(1981:40) menulis: “….guidance is the process of helping individuals to 
understand themselves and their world”. 
Dapat diartikan, bimbingan adalah proses membantu individu untuk 
memahami dirinya sendiri dan dunianya. Jika disarikan maka unsur-unsur yang 
terkandung di dalamnya ialah: 
1. Bimbingan merupakan proses bantuan 
2. Bimbingan diberikan kepada individu 
3. Tujuannya agar si terbimbing mampu memahami dirinya sendiri 
dan mengenal dunia kehidupannya 
 
Sedangkan menurut Siti Rahayu Haditono dalam bukunya Bimbingan 
dan Penyuluhan (1970) menulis, 
“…..bimbingan adalah bantuan dari seseorang kepada orang lain, baik 
anak-anak, orang muda maupun orang tua untuk mengembangkan 
pandangannya sendiri, membuat keputusan sendiri dan mencari cara 
pengentasannya sendiri”. 
Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya ialah: 
1. Bimbingan merupakan proses bantuan 
2. Bimbingan diberikan kepada individu (anak-anak, orang muda, 
orang tua) 
3. Tujuan bimbingan, si terbimbing dapat mengembangkan 
pandangannya, membuat putusan sendiri dan mengatasi 
masalahnya dengan kemampuannya sendiri.
20
 
 
Maka dapat disimpulakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan 
oleh pembimbingan kepada individu agar individu yang dibimbing mampu 
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mandiri atau mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan, 
melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan 
berlandaskan norma-norma (kode etik) yang berlaku. 
b) Tujuan Bimbingan 
Sejalan dengan perkembangannya konsepsi bimbingan dan konseling, maka 
tujuan bimbingan diantaranya: 
1. Mendapatkan dukungan selagi klien mamadukan segenap kekuatan 
dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. 
2. Memperoleh Wawasan baru yang lebih segar tentang berbagai 
alternative, pandangan dan pemahaman-pemahaman, serta 
keterampilan-keterampilan baru. 
3. Menghadapi kekuatan-kekuatan sendiri; mencapai kemampuan untuk 
mengambil keputusan dan keberanian untuk melaksanakannya 
kemampuan untuk mengambil risiko yang mungkin ada dalam proses 
pencapaian tujuan-tujuan yang dikehendaki. (Coleman, dalam 
Thompson & Rudolph, 1983)
21
 
 
Bimbingan berarti memberikan bantuan kepada seseorang ataupun kepada 
sekelompok orang dalam menentukan berbagai pilihan secara bijaksana dan dalam 
menentukan penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan hidup. 
Dengan adanya bantuan ini seseorang akan lebih mampu mengatasi atasi 
segala kesulitannya sendiri dan lebih mampu mengatasi segala permaslahan yang 
akan dihadapi di masa-masa mendatang. Usaha dan aktivitas dari bimbingan dan 
konseling mempunyai arah untuk mencapai suatu nilai tertentu dan cita-cita yang 
hendak dicapai yang menjadi tujuan. Secara umum dan luas, program bimbingan 
dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 
1. Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi. 
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2. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif 
dan produktif dalam masyarakat. 
3. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan 
individu-individu yang lain. 
4. Mmembantu individu dalam mencapai harmoni antara cita-cita 
dan kemampuan yang dimilikinya. 
 
Bimbingan dapat dikatakan berhasil apabila individu yang mendapatkan 
bimbingan itu berhasil mencapai keempat tujuan tersebut secara bersama-sama. 
Secara lebih khusus, sebagaimana diuraikan Minalka (1971), Program bimbingan 
dilaksanakan dengan tujuan agar anak bimbingan dapat melaksanakan hal-hal 
berikut: 
a. Memperkembangkan pengertian dan pemahaman diri dalam 
kemajuan dirinya. 
b. Memperkembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, 
kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam memilih 
suatu kesempatan kerja tertentu. 
c. Memperkembangkan kemampuan untuk memilih, 
mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi 
tentang kesempatan yang ada secara bertanggung jawab. 
d. Mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri 
orang lain.
22
 
 
c) Fungsi Bimbingan 
Secara teoretikal fungsi bimbingan dan konseling secara umum
23
 adalah 
sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan 
problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. 
Fungsi ini dapat dijabarkan dalam tugas kegiatan yang bersifat preventif 
(Pencegahan) terhadap segala macam gangguan mental, spititual, dan 
environmental (lingkungan) yang menghambat, mengancam, atau menantang 
proses perkembangkan hidup klien. Juga dijabarkan dalam kegaiatan pelayanan 
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yang bersifat represif (kuratif atau penyembuhan) terhadap segala bentuk penyakit 
mental dan spiritual atau fisikal klien dengan cara melakukan referral 
(pelimpahan) kepada para ahlinya, misalnya ahli kedokteran jiwa (psyhiatrist), 
ahli jiwa (Psychologist), atau ahli kedokteran umum, ahli psikoterapi, dan 
sebagainya. 
Adapun tugas bimbingan dan konseling secara umum adalah memberikan 
pelayanan kepada klien agar mampu mengaktifkan potensi fisik dan psikisnya 
sendiri dalam menghadapi dan memecahkan berbagai kesulitan yang dirasakan 
sebagai penghalang atau penghambat perkembagan lebih lanjut dalam bidang-
bidang tertentu. 
3. Klien Anak 
a)  Pengertian Klien Anak 
Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan 
pidana anak pada pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa “Klien Anak adalah Anak 
yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan 
Pembimbing Kemasyarakatan”. Kemudian berdasarkan pada Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 1 angka 9 yang 
dimaksud dengan “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah 
seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”. Seseorang yang berada di 
dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam 
Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai 
berikut: 
a. Terpidana bersyarat; 
35 
 
b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan 
pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; 
c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, 
pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan 
sosial; 
d. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat 
di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, 
bimbingannya diserhakan kepada orang tua asuh atau badan 
sosial; dan 
e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya 
dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
24
 
Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang 
yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh 
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan 
itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan 
bimbingan pada klien pemasyarakatan. 
4. Pengertian Anak Dalam Perundang-undangan 
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW) Pasal 330 ayat (1) 
memuat batas antara belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah dewasa 
(meerderjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum 
berumur 21 tahun dan Pendewasaan ( Venia aetetis, Pasal 419 KUHPer). 
Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 
47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 maka, batasan untuk disebut anak adalah belum 
mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan 
perkawinan. 
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Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 ( dua puluh satu) tahun 
dan belum pernah kawin ( Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak). Kemudian Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c bahwa Anak didik 
pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk dapat 
dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 
18 (delapan belas ) tahun. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia Dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang 
berusia di bawah 18 ( delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Kemudia 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 
butir 1 menyatakan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.  
Menurut Undang-undang Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 
delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejateraan 
Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah menurut ketentuan ini, anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.  
Sementara itu mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak ( 
Convention on the Right of the Child), maka definisi anak :  
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“Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali 
menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai 
lebih awal”.25 
 
Sedangkan menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Dalam hukum adat Indonesia batasan umur disebut anak 
bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak 
lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah 
“kuat gawe”, “akil Baliq”, dan lain sebagainya. Kemudian menurut 
Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorietasi pada hukum adat di Bali 
menyebutkan batasan umur anak adalah dibawah 15 ( lima belas) tahun seperti 
putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam 
perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. Kemudian di wilayah 
Jakarta adalah 20 ( dua puluh) tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI 
Nomor:601 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch. 
Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Panggabean dan Edward 
Panggabean. 
Dari pengertian tentang Anak berdasarkan Perundang-Undangan diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum 
pernah kawin. 
5. Pembebasan Bersyarat 
a. Pengertian Pembebasan Bersyarat 
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Pembebasan Bersyarat berasal dari bahasa Belanda Voorwadelijke 
Invrijheidstelling adalah salah satu wujud pembinaan narapidana di luar lembaga 
pemasyarakatan di mana bagian akhir dari putusan pidana tidak dijalankan. 
P.A.F Lamintang (1984: 247) mengemukakan bahwa Pembebasan 
Bersyarat itu ada 2 macam yaitu
26
 : 
1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana 
penjara di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP)  yang pengaturannya lebih lanjut 
dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Staatsblad ordonnantie 
op de Voorwaardelijke Invrijheidsstelillng atau pengaturan mengenai 
pembebasan bersyarat. 
2. Pembebasan Bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan 
pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan Negara seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 68 ayat 2 dan Pasal 69 ayat 1 dari ordonansi 
tanggal 21 Desember 1917, Staatsblad tahun 1917 Nomor 741 yang 
juga dikenal sebagai dwangopvoeding regeling atau peraturan 
mengenai pendidikan paksa dan pengaturannya lebih lanjut telah 
diatur di dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 dari ordonansi 
yang sama. 
  Berdasarkan Pasal 1 sub b, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 
M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, pembebasan Bersyarat dan cuti 
menjelang Bebas disebutkan bahwa: Pembebasan Bersyarat adalah proses 
pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan 
berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP.  
Untuk mendapatkan pengertian mengenai pembebasan bersyarat ini, 
penulis akan mengutip terjemahan dari Pasal 15 ayat 1 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) yaitu: 
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Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara 
yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia 
dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa 
pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. 
Menurut Moeljatno (1992:11) bahwa  
Jika terpidana telah menjalani dua pertiga lamanya pidana penjara yang 
dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka 
kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani 
pidana berturut-turut, maka pidana itu dianggap satu pidana. 
Menurut Roeslan Saleh ( 1998: 25) bahwa 
Jika terhukum telah menjalani pidana dua pertiga dari lamanya pidana 
penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya Sembilan bulan, 
makanya kepadanya dapat diberikan penglepasan bersayarat. Jika terhukum harus 
menjalankan beberapa kali pidana berturut-turut, maka pidana itu dianggap satu 
pidana. 
Komentar juga diberikan oleh R.Soesilo (1988:44) mengenai Pasal 15 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:
27
 
“Penglepasan dengan perjanjian” atau “Pelepasan dengan syarat” atau 
Pelepasan Jenggelan” ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang 
dihukum penjara sementara, bukan kurungan. Syarat-syaratnya adalah jika 
dua pertiga lamanya hukuman itu harus sedikit-dikitnya Sembilan bulan 
telah di jalani. Tempo yang dijalani waktu ditahan sementara dalam 
pemeriksaan pendahuluan tidak masuk dalam bilangan ini. Setelah 
dibebaskan selama tempo percobaan ia harus memenuhi perjanjian atau 
syarat-syarat yang telah ditentukan, apabila dilanggar, ketinggalan 
hukumannya harus dijalani. 
Di dalam praktek istilah “ Pembebasan Bersyarat” sering disebut juga dengan 
istilah : 
1. Pelepasan dengan Bersyarat 
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2. Pelepasan dengan Janggelan 
Penggunaan istilah “ Pelepasan dengan Perjanjian” menimbulkan kesan bahwa 
terpidana yang dilepas dengan perjanjian, harus mentaati janji-janji yang dimuat 
dalam surat cutinya, sedangkan penggunaan istilah Pelepasan dengan Janggelan 
menimbulkan kesan bahwa status terpidana yang telah dilepaskan dengan 
janggelan masih tetap sebagai narapidana. Jadi apabila syarat-syarat seperti yang 
disebutkan dalam surat cutinya itu tidak dipenuhi, maka masa percobaannya bisa 
dicabut dan ia menjalani pidana lagi. 
b. Syarat Memperoleh Pembebasan Bersyarat 
Secara garis besar narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus 
memenuhi syarat yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud 
yakni: 
1. Syarat-syarat umum meliputi 
a. Narapidana harus berkelakuan baik 
b. Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan 
dengan surat keterangan dokter lembaga pemasyarakatan 
2. Syarat-syarat khusus meliputi28: 
a. Telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-
kurangnya 9 (Sembilan) bulan. Sebagai contoh seorang terpidana 
dijatuhi pidana selama 9 tahun, maka pembebasan bersyarat dapat ia 
peroleh ketika ia telah menjalani pidananya selama 6 tahun. Sisa 3 
tahun merupakan pembebasan bersyarat dan lama pengawasan oleh 
pemerintah 4 tahun (tiga tahun ditambah 1 tahun) 
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Disamping dibutuhkan kedua syarat tersebut diatas, seorang narapidana yang 
memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi persyaratan sebagaimana 
yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 
tahun 1989 Jo. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 
1991. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri 
Kehakiman RI. Adapun isi dari Pasal 8 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 
M.01-PK.04.10 tahun 1989 tersebut yang menyangkut persyaratan subtantif 
yaitu:
29
 
1. Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas 
kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana. 
2. Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan 
moral yang positif. 
3. Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan 
dengan tekun dan bersemangat. 
4. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan 
narapidana yang bersangkutan. 
5. Selama menjalankan masa pidana, narapidana tidak pernah 
mendapatkan hukuman disiplin, setidak-tidaknya dalam waktu selama 
satu tahun terakhir. 
6. Masa pidana yang telah dijalani untuk pembebasan bersyarat, 
narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya yang 
sekurang-kurangnya Sembilan bulan. 
Adapun isi dari Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-
PK.04.10 tahun 1989 yang menyangkut persyaratan administrasi yaitu: 
1. Salinan putusan pengadilan. 
2. Surat keterangan dari kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai 
perkara lagi.  
3. Surat keterangan ahli dari pengadilan negeri yang memutuskan bahwa 
sikap narapidana pada waktu pemeriksaan sidang pengadilan tidak 
menyulitkan dan keterangan mengenai latar belakang tindak pidana yang 
dilakukan. 
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4. Laporan penelitian dari Balai BISPA tentang pihak keluarga yang akan 
menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan 
pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana. 
5. Salinan daftar huruf F (datar yang memuat mengenai pelanggaran tata 
tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana) dari 
kepala lembaga pemasyarakatan. 
6. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, 
remisi dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan. 
7. Syarat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima 
narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau 
swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya 
lurah atau kepala desa. 
8. Surat keterangan dari psikolog atau dokter umum bahwa narapidana sehat 
baik jasmani maupun jiwanya dan apabila psikolog atau dokter umum 
tidak ada ditempat lembaga pemasyarakatan diganti dengan surat 
keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan. 
Syarat  tambahan yang ada dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-
PK.04.10 tahun 1989 yang terdapat dalam pasal 3 yang berbunyi: 
Kepada narapidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat 
diberikan pembebasan bersyarat dengan syarat tambahan yaitu: 
1. Kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik 
selama dalam lembaga pemasyarakatan. Penilaian tentang kesadaran dan 
perilaku narapidana tersebut dilakukan oleh Tim Pengamat 
Pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan dari 
BAROKSTANASDA setempat, dengan menggunakan ketentuan yang 
beralaku. 
2. Adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan 
jaminan secara tertulis di atas materai bahwa narapidana yang 
bersangkutan tidak akan melarikan diri. Berdasarkan pertimbangan atau 
alasan tertentu, jaminan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk uang 
yang ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan. 
Selain itu masih ada syarat lain yang harus dipenuhi seperti yang tercantum 
dalam Pasal 15 a ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
yang berbunyi: 
(1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak 
akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. 
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(2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai 
kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama 
dan kemerdekaan berpolitik. 
Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah 
memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak diberikan kepada narapidana yang 
terlibat dalam tindak pidana subversi, penyelundupan, perjudian, narkotika atau 
perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat. 
Selain itu masih ada ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Menteri 
Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang asimilasi dan 
pembebasan bersyarat Dan cuti menjelang pembebasan bersyarat pasal 2 
Asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan sesuai 
dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan serta berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan 
pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat 
manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan 
terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 
tertentu. 
Jadi walaupun narapidana telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan 
pembebasan bersyarat, tapi kalau ia bukan orang Indonesia dan dikhawatirkan 
akan mengulangi tindak pidana, maka narapidana tersebut tidak mendapatkan 
pembebasan bersyarat. 
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Menurut Schepper (A.Hamzah, 1985: 46) Advis Dewan Reklassering untuk 
diberikan pembebasan bersyarat meliputi:
30
 
1. Sifat delik itu sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat jika diberikan 
pembebasan bersyarat, apakah tidak menimbulkan tindakan sewenang-
wenang yang akan mengganggu ketertiban umum dan peradilan. 
2. Sikap dan Kepribadian terpidana, berkaitan dengan pendapat masyarakat 
Indonesia. 
3. Sikap dan tingkah laku terpidana selama berada dalam penjara. 
4. Tinjauan terhadap penghidupan terpidana sesudah itu, pekerjaannya, 
bantuan moral sanak keluarga atau dari Reklassering. 
Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat 
harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus mentaati 
syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut 
dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal 
ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam Pasal 16 ayat 3 KUHP “Selama 
pelepasan masih dapat dicabut, maka diatas perintah jaksa tempat di mana dia 
berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat 
ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa 
orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-
syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan 
itu kepada Menteri Kehakiman”. 
Maka dapat disimpulkan jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-
syarat yang telah ditentukan, maka sambil menunggu keputusan Menteri 
Kehakiman, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 ( enam 
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puluh) hari, jika waktu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut, maka 
terpidana harus dikeluarkan dari tahanan. 
c. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa narapidana yang memenuhi 
syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. 
Pejabat yang memberikan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 11, 12 dan 
13 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 tahun 1999 tentang 
asimilasi dan pembebasan bersyarat Dan cuti menjelang pembebasan bersyarat 
dalam Pasal 11 berbunyi : Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat 
dan cuti menjelang bebas ada pada Menteri Kehakiman atau pejabat yang 
ditunjuk. Dalam Pasal 12 berbunyi : Tata cara untuk pemberian asimilasi, 
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 adalah sebagai berikut
31
 : 
a. TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari 
Laporan Litmas dari BAPAS mengusulkan kepada Kepala LAPAS yang 
dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan; 
b. Kepala LAPAS apabila menyetujui usul TPP LAPAS selanjutnya 
meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kehakiman setempat; 
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau 
menyetujui usul Kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil sidang 
TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat; 
d. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul 
Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta 
alasannya kepada Kepala LAPAS; 
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e. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui 
usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul 
Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; 
f. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS 
menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut; 
g. dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, 
maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya 
kepada Kepala LAPAS; dan 
h. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala 
LAPAS, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk 
mendapatkan persetujuan.  
 
Sementara itu didalam Pasal 13 menjelaskan bahwa
32
: 
(1) Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman 
mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang 
bebas. 
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 
a. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan 
keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya diluar 
LAPAS, keputusannya dibuat oleh Kepala LAPAS atas nama Menteri; 
b. dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, 
bekerja mandiri dan penempatan di LAPAS Terbuka, Keputusannya dibuat 
oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama 
Menteri; 
c. dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri; 
d. dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala 
Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat atas nama Menteri. 
 
Setelah semua prosedur tersebut diatas dilalui maka apabila Menteri 
Kehakiman menyetujui usul pembebasan bersyarat tersebut, keputusan mengenai 
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pemberian pembebasan bersyarat tersebut dibuatkan oleh Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan. 
Surat keputusan itu selanjutnya dikirimkan kepada Kepala LAPAS untuk 
dilaksanakan dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri 
tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Tembusan surat keputusan 
itu selanjutnya dikirimkan kepada: 
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (Kakanwil). 
2. Kepala Balai Pemasyarakatan. 
3. Wali kota/Bupati dimana narapidana menjalani pembebasan bersyarat. 
Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat itu kemudian oleh Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) selaku Pembina dan pengawasan narapidana 
selama dalam lembaga pemasyarakatan diberi petunjuk agar berperilaku positif 
dalam masyarakat. Setelah Kepala LAPAS memberi petunjuk, narapidana 
kemudian diserhkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang akan 
membinanya selama ia berada diluar lembaga pemasyarakatan dengan disertai 
berita acara penyerahan. 
d. Tujuan Pidana Bersyarat 
Penerapan pidana bersyarat harus diarahkan pada manfaat-manfaat sebagai 
berikut
33
 : 
a) Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan 
kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta 
memberikan perlindungan kepada masyarakat secara effektif terhadap 
pelanggaran hukum lebih lanjut. 
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b) Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap 
falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan 
antara narapidana dengan masyarakat secara normal. 
c) Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat 
negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat 
usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat. 
d) Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh 
masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna. 
e) Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari 
penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka 
yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana. 
f) Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang 
bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan ( umum 
dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat 
dan pengimbalan. 
 
B. Kerangka Konsep 
Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari 
Direktorat Jenderal pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana sistem 
pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah 
melaksanakan pembimbingan terhadap narapidana anak yang telah menjalankan 
masa hukumannya selama dua pertiga dari masa pidananya. Anak yang berada di 
dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing 
Kemasyarakatan di laksanakan oleh BAPAS. 
Penjelasan mengenai Klien Pemasyarkatan termuat di dalam Undang-undang 
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarkatan dalam Pasal 1 Angka 9 yang 
menyebutkan sebagai berikut : “Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut 
Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”. Salah satu yang 
dibimbing oleh Bapas sebagaimana telah dijabarkan dalam Pasal 42 Undang-
undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada point b salah satunya 
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adalah Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti 
menjelang bebas. 
Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang 
yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh 
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan 
itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan 
bimbingan pada klien pemasyarakatan. 
Pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai 
Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3 
yang menjadi muatan dalam pembinaan dan pembimbingan sebagai berikut:  
Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, 
sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi 
sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja dan latihan kerja dan produksi. 
Dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa bentuk 
bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan 
mendapatkan keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan 
kepada Wargaa Binaan Pemasyarakatan. Namun demikian dalam menentukan dan 
melaksanakan bimbingan Balai Pemasyarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal poin-poin bimbingan. 
50 
 
Dari kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tersebut nantinya dapat diketahui 
pelaksanaan dalam pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kota Makassar, faktor yang 
menjadi penunjang dan penghambat BAPAS Kota Makassar dalam pelaksanaan 
pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat, serta upaya 
Bapas Kota Makassar dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak 
yang memperoleh pembebasan bersyarat. 
Adapun melihat gambaran diatas maka dapat penulis dapat menuliskan 
skema kerangka konsep : 
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( Gambar 1. Skema Kerangka Konsep ) 
 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995  
tentang Pemasyarakatan 
 
 
 
 
 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
Pembimbingan 
Bentuk pelaksanaan pembimbingan : 
1. Mengunjungi rumah klien anak ( 
Home Visit ) 
2. Wajib lapor ke Balai 
Pemasyarakatan 
 
 
Upaya Bapas Kota Makassar 
dalam pelaksanaan 
pembimbingan klien anak yang 
memperoleh pembebasan 
bersyarat 
Faktor yang menjadi penunjang 
dan penghambat Bapas Kota 
Makassar dalam pelaksanaan 
pembimbingan  klien anak yang 
memperoleh pembebasan 
bersyarat 
Pelaksanaan pembimbingan klien 
anak yang memperoleh pembebasan 
bersyarat di Balai Pemasyarakatan 
Kota Makassar 
Efektivitas Balai Pemasyarakatan Kota Makassar dalam 
melaksanakan pembimbingan klien anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Guna menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan, 
peneliti memilih pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah usaha 
peneliti untuk menetapkan sudut pandang atau cara mendekati persoalan yang 
dipilih oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkannya. 
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif sebab pendekatan kualitatif  ini menekankan pada pembangunan naratif 
atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti selain itu pendekatan kualitatif 
lebih mudah disesuaikan apabila di hadapkan pada kenyataan dilapangan. 
Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan 
untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir 
induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan 
apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.
34
  
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif,  yaitu 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat deskriptif 
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dikarenakan penelitian ini menggambarkan masalah yang diteliti, menjelaskan 
kondisi maupun situasi atau berbagai variable yang timbul dimasyarakat yang 
menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Survei. Metode 
survei adalah suatu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta 
dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual 
bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang orang yang jumlah besar 
dengan cara mewancarai sejumlah kecil dari populasi.  
B. Deskripsi Fokus 
Deskripsi fokus adalah suatu definisi yang dirumuskan berdasarkan 
karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang diamati. Adapun yang menjadi 
deskripsi fokus diantaranya: 
1. Peranan Balai Pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah 
upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan 
pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh pembebasan 
bersyarat. 
2. Pembimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada klien anak 
secara terus-menerus guna membantu mereka untuk memperoleh 
bimbingan yang terdiri dari: ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, 
kesadaran hukum, keterampilan kerja, dan  latihan kerja. 
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3. Klien Anak adalah seorang anak yang berada dalam pelayanan, 
pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang dilakukan oleh 
pembimbing kemasyarakatan ( PK ) dari Balai Pemasyarakatan.  
4. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana yang 
dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani dua pertiga 
dari masa pidananya. 
C. Lokasi Penelitian 
Penetapan lokasi penelitian sangatlah penting dalam rangka 
pertanggungjawaban data yang diperoleh. Adapun dalam penelitian ini lokasi 
penelitian adalah pada kantor Balai Pemasyarakatan Kota Makassar. Lokasi ini 
dipilih oleh peneliti karena lokasi ini sangan cocok dengan apa yang akan diteliti, 
dimana lokasi yang dimaksud adalah tempat klien anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat mendapatkan pembimbingan dan pembinaan oleh Petugas 
Kemasyarakatan ( PK ) dari Bapas. 
D.  Tahap-tahap Penelitian 
 Adapun tahap-tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berukut : 
1. Tahap perencanaan 
Kegiatan yang dilakukan peneliti diawal yaitu tahap perencanaan yaitu 
diantaranya adalah : 
 Mengidentifikasi masalah/ Mencari permasalahan: pada tahap ini. 
Peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang hendak 
diteliti. 
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 Merumuskan masalah : dimana pada tahap ini dilakukan untuk 
memperjelas masalah mana yang akan dipecahkan yang kemudian 
peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah 
yang akan diteliti. 
 Mengadakan studi pendahuluan : hal ini dilakukan dengan tujuan 
untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan masalah yang akan 
diteliti. 
 Menentukan sampel penelitian : pada tahap ini, ditentukan objek yang 
akan diteliti. 
 Menyusun rencana penelitian : tahap ini merupakan pedoman selama 
melaksanakan penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan harus dapat 
mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan 
pelaksanaan penelitian, dan memuat hal-hal seperti ; masalah yang 
diteliti dan alasan dilakukannya,bentuk atau jenis data yang 
dibutuhkan, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, lokasi 
penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, organisasi kegiatan dan 
pembiayaan, hipotesis yang diajukan, teknik pengumpulan dan 
pengolahan data, sistematika laporan yang direncanakan, menentukan 
dan merumuskan alat penelitian atau teknik pengumpuan data. 
2. Tahap pelaksanaan penelitian 
Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan 
dengan baik. Diantara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian ini 
diantaranya : 
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 Pengumpulan data. Kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang 
sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang 
dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar dalam 
menguji hipotesis yang diajukan. 
 Analisis data. Pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah data 
terkumpul semua yang kemudian di analisis dan dihipotesis yang 
diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. 
3. Laporan penelitian 
Untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan 
kepada orang-orang yang berkepentingan.Bentuk dan sistematik laporan 
penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, thesis, atau 
disertasi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam 
sebuah proses penelitian. 
E. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 
yaitu data yang lebih memahami terhadap fenomena atau gejala sosial karena 
sifatnya masyarakat yang menjadi subjek.  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 
sumber data, yaitu sebagai berikut : 
1. Data Primer. Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan 
yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak dijadikan 
informan penelitian. Para pihak yang dijadikan informan penelitian 
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adalah  Kepala Bapas Kota Makassar, Kepala Seksi Bimbingan Klien 
Anak, Kepala Kasubsi Bimkemas, Kepala Kasubsi Bimker, 2 
Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Anak dan 1 Klien Anak 
Pemasyarakatan. 
2. Data Sekunder. Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan 
informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu dari 
berbagai dokumen dalam bentuk tulisan, buku, literatur, artikel, 
maupun dari situs internet dan juga data lainnya yang relevan dengan 
kebutuhan dan tujuan penelitian. 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang merupakan alat bagi peneliti yang digunakan untuk 
mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. 
Instrumen disusun berdasarkan operasionalisasi variabel yang telah dibuat dibuat 
dengan disusun berdasarkan skala yang sesuai. Berkaitan dengan itu, maka 
pemahaman terhadap variabel-variabel yang digunakan, serta bagaimana pola 
hubungan antar variabel-variabel sangat dibutuhkan karena dari sana bisa 
dikembangkan subvariabel, dimensi, indikator, beserta skala ukur data, dan 
instrumennya.  
Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun 
selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan 
dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi 
data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi 
dan wawancara. 
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G. Prosedur Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 
karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui prosedur pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 
Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 
primer (data yang diperoleh langsung dari sumbernya) yaitu dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai 
berikut : 
1. Wawancara 
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah 
tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana sua orang atau lebih 
berhadapan secara fisik (Setyadin, 2005:22). Wawancara adalah suatu percakapan 
yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses Tanya jawab 
lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik (Kartono, 
1980:171) 
35
.  
Dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin, yang dilakukan oleh 
pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan atau pernyataan lengkap 
dan terperinci serta runtut. Yang menjadi informan dalam hal ini adalah Kepala 
Balai Pemasyarakatan, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak ( Kasi BKA), Kepala 
                                                          
35
Imam Gunawan. Metode kualitatif teori dan praktik. Malang: Bumi  Aksara. 2013. Hal 
160. 
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Kasubsi Bimkemas Anak, Kepala Kasubsi Bimker Anak, dan Petugas 
Pembimbing Kemasyarakatan Anak. 
2. Dokumentasi 
Studi Dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan 
informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan berkaitan dengan 
masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data tersimpan dalam 
berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia 
adalah berbentuk dokumentasi surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, 
biografi, simbol, foto, sketsa dan lain yang tersimpan.
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H. Pengecekan Keabsahan Temuan 
Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji 
validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kriteria utama terhadap hasil penelitian 
adalah valid, reliable dan obyektif. Validitas merupakan derajad ketetapan antara 
data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 
peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar 
data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 
obyek penelitian.
37
  
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 
tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 
                                                          
36
 Rully Indrawan & R.Poppy Yaniawati.  Metodologi Penelitian. Bandung : PT. Refika 
Aditama. 2014. Hal 139. 
 
37
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
2015. Hal 267 
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sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa 
kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi 
jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang 
sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Hal 
ini dikarenakan menurut penelitian kualitatif suatu realitas itu bersifat 
majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada konsisten, dan 
berulang seperti semula. Dengan demikian tidak ada suatu data yang 
tetap/konsisten/stabil. 
I. Analisis Data 
Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam ( triangulasi ), 
dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan 
menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, 
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa data 
kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang 
diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis 
yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara 
berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut 
diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.  
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses 
penggambaran lokasi penelitian sehingga dalam penelitian ini akan diketahui 
peranan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat pada kota Makassar 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan 
1.1 Sejarah Berdirinya Balai Pemasyarakatan Kota Makassar 
Balai Pemasyarakatan Kota Makassar berdiri sejak Tahun 1978  adalah 
sebagai salah satu unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan Dibawah 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi  Selatan. 
Balai Pemasyarakatan Kota Makassar terletak di Jalan Hertasning Nomor 1 
Makassar Kelurahan Buakana Kec. Rappocini Kota Makassar. Gedung Kantor 
Balai Pemasyarakatan Kota Makassar terdiri dari  2 lantai, lantai atas meliputi 
ruangan Aula, Urusan Kerja, Ruangan Bimker ( Bimbingan Kerja ) khusus 
dewasa, dan ruangan umum. Sedangkan lantai bawah meliputi ruang piket, ruang 
tunggu, ruang Ka Subag TU, ruang Kepala Bapas, ruang Kasi BKD, ruang  Kaur 
Kepegawaian, ruang  Kaur Keuangan, ruang Kasubsi Registrasi Dewasa, ruang 
Kasubsi bimkemas dewasa, ruang kasubsi bimker dewasa, Musholla, dan ruang 
Kasubsi Registasi Anak,  ruang Kasubsi bimkemas anak, ruang kasubsi bimker 
anak dengan memiliki luas tanah 1950 m
2
 dan luas bangunan  756 m
2 
.  
Dalam hal ini Bapas Kota Makassar melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang  Pembimbingan 
Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, yaitu melaksanakan Pembimbingan 
terhadap Klien Pemasyarakatan dan Mendampingi Anak Nakal dalam proses 
peradilan anak, sejak dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. Bapas Kota 
58 
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Makassar merupakan bagian dari Sistem Tata Peradilan Terpadu ( Integrated 
Criminal Justice System ), dimana dalam melaksanakan Tugas Pokok dan 
Fungsinya selalu berhubungan dengan aparat Penegak Hukum lainnya, seperti 
Pihak Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Bapas sebagai bagian dari Sistem Tata Peradilan dalam pelaksanaan tugas, 
tidak terlepas dari berbagai permasalahan, sebagai dampak dari perubahan arus 
tranformasi dan perkembangan politik. Sebagai upaya mengantisipasi timbulnya 
permasalahan tersebut maka perlu pembenahan diberbagai bidang, baik secara 
administratif maupun teknis. 
1.2 Visi dan Misi 
Adapun visi dan misi dalam melaksanakan kegiatan di Balai Pemasyarakatan 
Kota Makassar sebagai berikut: 
a) Visi 
Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan  dan penghidupan Klien 
Pemasyarakatan sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa, serta menyatukan peran Pembimbing 
Kemasyarakatan, keluarga dan masyarakat dalam menyelenggarakan 
pembimbingan. 
b) Misi 
Meningkatkan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dalam Kerangka 
Penegakan Hukum dan Pelayanan Masyarakat. 
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1.3 Dasar Hukum Bapas Kota Makassar 
Bapas Kota Makassar sebagai pranata untuk melaksanakan Bimbingan 
Kemasyarakatan dan Pengentasan anak, dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsinya berdasar pada:  
1. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI, Nomor : E-39.PR.05.03 
Tahun 1987, Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. 
2. Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman RI, Nomor : E-40.PR.05.03 
Tahun 1987, Tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. 
3. Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 
1997, Tentang Nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak (BISPA), menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). 
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Tugas pokok dan 
fungsi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
6. Undang-Undang RI, Nomor 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan. 
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak. 
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor : M.01PK.04.10 Tahun 
1998, Tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing 
Kemasyarakatan. 
9. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan 
dan Bimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan. 
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10. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan. 
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999, Tentang Kerjasama 
Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Kemasyarakatan. 
12. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 58 Tahun 1999, Tentang Syarat-
syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenag Tugas dan Tanggung 
jawab Perawatan Tahanan. 
13. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 
M.01.PK.03.02 Tahun 2001 Tentang cuti Mengunjungi Keluarga Bagi 
Narapidana  dan Anak Didik Pemasyarakatan. 
14. Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 
M.0.PK.04.10 Thaun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Asimilasi, Pembebasan Bersyrat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti 
Bersyarat. 
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 
a. Tugas Pokok 
Bapas Makassar memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan 
bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dalam hal ini klien anak 
pemasyarakatan. Tugas pokok dari Bapas Makassar diantaranya: 
 
a. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk: 
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1) Membantu memperlancar tugas penyidik, Penuntut Umum 
dan Hakim Dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam 
maupun di luar sidang anak. 
2) Membantu kepala Lembaga Pemasyarakatan/ Kepala 
Rumah Tahanan Negara, guna melengkapi data Warga 
Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat 
mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat. 
3) Bahan pertimbangan bagi Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara dalam rangka 
proses asimilasi dan integrasi sosial yang bersifat untuk 
melihat kemungkinan dapat tidaknya warga Binaan 
Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau intgritasi 
sosial dengan baik. 
b. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi ataupun integrasi 
sosial (Pembinaaan Luar Lembaga) baik Cuti Mengunjungi 
Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalani Bebas dan Cuti 
Bersyarat. 
c. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang 
berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidan Bersyarat, Pidana 
Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan Kepada Negara maupun 
Wajib Latihan Kerja atau anak yang memperoleh asimilasi, Cuti 
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Mengunjungi Keluarga, Pem,bebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 
Bebas Cuti Bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah 
Tahanan Negara. 
d. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatam (TPP) da 
mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Kantor 
Wilayah, Lapas/Rutan, guna penentuan program pembinaan dan 
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. 
e. Membuat laporan dan dokumentasi secara berkala kepada pejabat 
atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan. 
f. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan 
menyarankan dalam penelitian pemasyarakatan baik kepada 
penyidik, penuntut umum maupun hakim 
g. Menyelenggarkan ketatausahaan Bapas. 
1.5 Fungsi Organisasi 
Selain menjalankan tugas, Bapas Makassar memiliki beberapa fungsi 
organisasi, adapun fungsi organisasi diantaranya: 
a. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan 
b. Melaksanakn standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur 
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Klien 
Pemasyarakatan). 
 c.   Melaksanakan urusan administrasi dan teknis 
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d. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan dan kebijaksanaan 
Kementerian  di bidang administarsi dan teknis. 
1.6 Struktur Organisasi 
 Sebagai Unit pelaksana Teknis Eselon III A, Balai Pemasyarakatan Kota 
Makassar mempunyai 2 (dua) Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Bimbingan Klien 
Anak (BKA) dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), yang dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis membawahi petugas teknis, yaitu 
Pembimbing Kemasyarakatan, selain pelaksanaan tugas teknis juga melaksanakan 
tugas administrasi/ketatausahaan, yang dikoordinasikan oleh Kepala sub Bagian 
tata usaha, dimana masing-masing pejabat tersebut dibantu oleh Kepala Sub Seksi 
dan kepala Urusan, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 
STRUKTUR ORGANISASI 
BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor M.02-PR.07.03 tahun 1987 
( Gambar 2. Struktur Organisasi Bapas Kota Makassar ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEPALA 
Drs. Sudirman Zainuddin,M.Si 
KEPALA SUBBAG 
TATA USAHA 
Hasim,S.Pd.M.Si 
KAUR 
KEPEGAWAIAN 
Rini Andriasih,S.Sos 
KAUR 
KEUANGANAN 
Hirwan,SE.MH 
KAUR 
UMUM 
Masriani,S.S
T 
KEPALA SEKSI 
BIMBINGAN 
KLIEN DEWASA 
Drs. Abdul Rahman 
KEPALA SEKSI 
BIMBINGAN 
KLIEN ANAK 
Drs.M.Husni Guna 
KASUBSI 
REGISTRASI 
Muhtar 
Hasan,SH.MH 
KASUBSI 
BIMKEMAS 
Dahlia, SH. 
KASUBSI 
BIMKER 
Mariana 
Baliallo,SH 
KASUBSI 
REGISTRASI 
Zainuddin 
Bahar,SH 
 
KASUBSI 
BIMKEMAS 
Riswan,S.Sos.SH 
KASUBSI 
BIMKER 
Jaelani, 
SH. 
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1.7 Wilayah Kerja Bapas Kota Makassar 
Bapas Makassar memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Fungsinya 
sebagai tempat pembimbingan dalam kasus anak nakal yang telah di putus 
maupun dalam mendampingi anak dalam sidang pengadilan menjadikanya 
sebagai lembaga yang dibutuhkan kinerja nyatanya yang sigap dan tanggap dalam 
hal kasus anak pada khususnya. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 4 
Ayat (1) meyebutkan bahwa LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota 
Kabupaten atau Kotamadya dan Ayat (2) Dalam hal dianggap perlu, di tingkat 
Kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang LAPAS dan cabang 
BAPAS. Jelas dengan demikian bahwa BAPAS merupakan bagian dari Sistem 
Tata Peradilan, mempunyai tugas melaksanakan pembimbing dan mendampingi 
anak nakal dalam proses Peradilan Anak. Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan 
Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teknis meliputi  
2 Kota Madya dan 10 Kabupaten di wilayah Makassar diantaranya:  
 
1. Kota Madya Makassar  7. Kota Madya Parepare 
2. Kabupaten Maros   8. Kabupaten Pangkep 
3. Kabupaten Barru   9. Kabupaten Pinrang 
4. Kabupaten Gowa   10. Kabupaten Takalar 
5. Kabupaten Jeneponto  11. Kabupaten Bantaeng 
6. Kabupaten Bulukumba  12. Kabupaten Selayar 
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1.8 Data Jumlah Pegawai Bapas Kota Makassar 
 
Data pada tanggal 10 Maret 2016 yang bersumber dari Kaur Kepegawaian 
mengenai pegawai yang bertugas sebagai pejabat di Balai Pemasyarakatan Kota 
Makassar sebagai berikut : 
a. Data pegawai berdasarkan jenis kelamin : 
 Tenaga PK 
Laki-laki  : 18 orang 
Perempuan : 15 orang 
Jumlah  : 33 orang 
 Tenaga PPK 
Laki-laki  : 3 orang 
Perempuan : 4 orang 
Jumlah  : 7 orang 
 Tenaga ADM 
Laki-laki   : - 
Perempuan  : 1 orang 
Jumlah   : 1 orang 
Total jumlah pegawai : 42 orang 
b. Data pegawai berdasarkan kepangkatan pejabat struktural : 
Adapun jumlah pegawai berdasarkan kepangkatannya dapat dilihat dari tabel 
dibawah ini: 
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Tabel  3.1 Jumlah Pegawai Balai Pemasyarakatan Kota Makassar 
Berdasarkan Kepangkatannya 
 
Golongan 
Ruangan  
Jumlah A B C D 
IV 2 - - - 2 
III 4 5 4 15 28 
II - 8 - 4 12 
I - - - - - 
Jumlah 6 13 4 19 42 
( Sumber : Kaur Kepegawaian Bapas Kota  Makassar ) 
Berdasarkan  tabel 7.1 jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan Kota Makassar 
berjumlah 42 orang  yang dimana berdasarkan kepangkatannya golongan IV A 
terdiri dari 2 orang, golongan III A 4 orang, III B 5 orang, III C 4 orang, dan III D 
15 orang, sedangkan golongan II B terdiri dari 8 orang, dan II D 4 orang. 
c. Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 
Adapun tingkat pendidikan pegawai Balai Pemasyarakatan Kota Makassar 
sebagai berikut: 
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Tabel  3.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapas Kota Makassar 
 
Jenis Kelamin 
 
Pendidikan 
 SD SMP SMA D3 S1 S2 
Laki-laki - - 6 1 11 4 
Perempuan - - 4 3 12 1 
Jumlah - - 10 4 23 5 
( Sumber : Kaur Kepegawaian Bapas Kota Makassar ) 
d. Profil Pegawai Bapas Kota Makassar 
Adapun profil pegawai Balai Pemasyarakatan Kota Makassar dapat dilihat 
dari tabel dibawah ini: 
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Tabel  3.3 Profil Pegawai Bapas Kota Makassar 
( Sumber : Kaur Kepegawaian Bapas Kota Makassar ) 
 
 
 
 
 
NO 
 
N A M A 
 
N I P 
 
P ANGKAT / GOLONGAN 
 
J A B A T A N 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 
42 
Drs.SudirmanZainuddin,MSi  
Drs. Abdul Rahman 
Drs. M. HusniGuna 
MuhtarHasan, SH, MH 
Hirwan, SE 
ZainuddinBahar , SH 
Riswan, S.Sos. SH 
SamsuAlang, SH. 
Masriani, S.ST  
Hasim, S,Pd. M,Si 
Abdul Haris, S.Sos, MM 
Burhanuddin, SH. 
Aminuddin Dg Lau, SH 
Dahlia, SH 
M Syahruddin, S.Sos 
Jaelani,SH 
RiniAndriasih, S.Sos 
Nurhayati . T  
Nurhayati Umar 
A.NurmalaSanusi ,SH. MH 
Mariana Baliallo, SH 
Ratna Koki, SH 
YusakSambolayuk, SH 
Nursyamwati,SH 
Rosliani, SH 
Delcaria  Amir SKM 
Amiliyana Amir, SE 
Atik, SPd 
Harliyanti, SPd 
A.ImmawatiMakmur, SH 
RismaHamzah, Amd.Kom 
Alamsyah, A. Md 
Nuraeni, Amk 
Benazir Nur Annisa Amd.IP 
Anzar Arifuddin 
Akmal 
A. Muh. SazliTriansyah 
Muhammad Riadi M  
I Tri UmbaraArtama 
FaradillahAlw 
Ridha Suryadin M 
A.Tenri Ajeng 
 
19631231 199003 1 008 
19620428 199103 1 001 
19590617 198203 1 001 
19590709 198503 1 001 
19620714 199103 1 002 
19620502 199103 1 001 
19710804 199901 1 001 
19701231 199203 1 004 
19681228 199203 2 001 
19660105 199203 1 001 
19631218 199303 1 002 
19610515 198503 1 002 
19730925 199403 1 001 
19730817 199403 2 001 
19 
19660416 199103 1 001 
19720920 199303 2 002 
19580404 198003 2 001 
19590803 198003 2 001 
19680501 199403 2 002 
19690817 199403 2 001 
19670720 199403 2 001 
19700707 199103 1 001 
19700221 199003 2 002 
19801225 200312 2 001 
19790708 200212 2 001 
19830117 200703 2 002 
19690426 200801 2015 
19850919 200801 2 001 
19860809 200703 2001 
19810930 200912 2 004 
19841112 200912 1 003 
19840625 200912 2 002 
19890308 200801 2 001 
19821101 200604 1 002 
19860512 200604 1 001 
19910709 200912 1 001 
19860329 201012 1 001 
19830613 201012 1 001 
19900427 201012 2 001 
19880810 201012 1 003 
19910803 201012 2 001 
 
Pembina (IV/a) 
Penata Tk. I (III/d) 
Penata Tk. I (III/d) 
Pembina (IV/a) 
Penata Tk. I (III/d) 
Penata Tk. I (III/d) 
Penata Tk. I (III/d) 
Penata Tk.I (III/d) 
Penata Tk  I (III/d) 
Penata Tk.I (III/d) 
Penata Tk.I (III/d) 
PenataTk.I (III/d) 
Penata Tk.I (III/d) 
Penata TK.I ( III/d ) 
Penata TK.I ( III/d ) 
Penata  TK.I ( III/d ) 
PenataTK.I (III/d) 
PenataMuda Tk. I (III/b) 
PenataMuda Tk. I (III/b) 
Penata  (III/c) 
Penata (III/c) 
Penata  (III/c) 
Penata  (III/c) 
PenataMuda TK I (III/b) 
PenataMuda TK I ( III/b)  
Penata Muda TK I (III/a) 
Penata Muda (III/a) 
Penata Muda (III/a) 
PenataMuda ( III/a ) 
Pengatur TK.I  (II/d) 
Pengatur TK I  (II/d) 
Pengatur TK I (II/d) 
Pengatur TK I (II/d) 
PengaturMudaTk.I (II/b) 
PengaturMudaTKI (II/b) 
PengaturMudaTK I(II/b) 
PengaturMudaTKI (II/b) 
PengaturMuda TKI(II/b) 
Pengatur MudaTKI(II/b) 
Pengatur MudaTKI(II/b) 
PengaturMuda TKI(II/b) 
PenataMuda TK I ( III/b) 
 
Kepala Bapas Makassar 
KasiBimbinganKlienDewasa 
KasiBimbinganKlienAnak 
KasubsiRegistrasiKlienDewasa 
KepalaUrusanKeuangan 
KasubsiRegistrasiKlienAnak 
KasubsiBimkesKlienAnak 
StafRegistrasiKlienDewasa 
KepalaUrusanUmum 
Kasubag Tata Usaha 
StafBimkerklienAnak 
StafBimkesKlienAnak 
StafBimkes Klien Dewasa 
KasubsiBimkesKlienDewasa 
StafBimkerKlienDewasa 
KasubsiBimkerKlienAnak 
KepalaUrusanKepegawaian 
StafRegistrasiKlienDewasa 
StafBimkerKlienAnak 
StafRegistrasiKlienAnak 
KasubsiBimkerKlienDewasa 
StafBimkesKlienAnak 
StafRegistrasiKlienDewasa 
StafBimkerKlienDewasa 
StafBimkesKlienDewasa 
StafBimker Klien Dewasa 
Staf Urusan Kepegawaian 
StafUrusanKeungan 
StafUrusanUmum 
Staf Urusan Kepegawaian 
Staf urusan Kepegawaian 
Stafurusankeuangan 
Staf Bimkes Klien Dewasa 
StafRegistrasi Klien Anak 
Staf Sub Bagian Tata Usaha 
StafUrusanKeuangan 
StafRegistrasiKlienAnak 
StafUrusan Umum 
StafUrusanUmum 
Staf Registrasi Klien Anak 
StafUrusanUmum 
StafUrusanKeuangan 
 
74 
 
1.9 Jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak  pada tahun 2015 
a. Adapun jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak pada Tahun 2015 
sebagai berikut: 
Tabel  3.4 Jenis Kejahatan Yang dilakukan oleh Anak Pada Tahun 2015 
( Sumber : Kasubsi Registrasi Anak  Bapas Kota Makassar ) 
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1 Januari 4 - 27 - 2 11 2 1 - 1 - - - - - 48 
2 Februari 10 4 35 - - 16 - - 1 2 - 4 1 - - 73 
3 Maret 4 5 53 1 - 11 - - - 2 1 3 - 3 - 83 
4 April 10 2 22 - - 5 - - - 14 - 8 - 1 - 62 
5 Mei 12 - 22 - - 5 - - - - 1 2 - - - 42 
6 Juni 2 3 21 1 - 6 - - 
 
4 - 14 - 4 - 55 
7 Juli 3 1 3 - - 3 1 - - 2 - 2 3 2 - 20 
8 Agustus 8 1 24 - 2 6 - - 1 10 - 4 - 7 - 63 
9 September 2 1 23 - 1 7 - - - 2 1 3 - 1 - 41 
10 Oktober 2 1 19 - 1 3 - - 1 - 1 2 - 2 - 32 
11 Nopember 5 1 40 - - 7 - - 1 - 9 5 1 2 - 71 
12 Desember 1 2 20 - 1 12 - - - 2 - 8 - 3 - 49 
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimb Klien 
Anak bapak M. Husni Guna  menyatakan bahwa:  
“Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang memperoleh pembebasan 
bersyarat ialah semua tindak pidana, baik tindak pidana ringan atau pun 
berat mulai dari pencurian, narkoba, penganiayaan dan lain-lain”.38 
 Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Bapas Kota Makassar bapak 
Sudirman Zainuddin menyatakan bahwa: 
“Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur meliputi semua jenis 
tindak pidana mulai dari kasus pencurian, senjata tajam, narkoba. Yang 
menjadi alasan anak yang melakukan tindak pidana seperti narkoba 
sebenarnya anak tersebut diperintah oleh sekelompok orang dewasa untuk 
menjual ganja setelah dijualnya anak tersebut akan diberikan imbalan berupa 
uang, hal itu dilakukan oleh orang dewasa karena mengingat anak yang 
dibawah umur tidak akan dijerat pidana penjara seperti yang dilakukan oleh 
orang dewasa, anak di bawah umur akan menjalani  setengah pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa sehingga dengan alasan itu mereka menyuruh 
anak dijadikan kesempatan atau wadah untuk melakukan aksi kejahatannya. 
Alasan lain anak dibawah umur melakukan tindak pidana ialah kondisi 
ekonomi keluarga yang kurang sehingga anak melakukan kejahatan seperti 
mencuri atau menjual ganja dan sejenisnya”.39 
 Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa jenis kejahatan yang 
terbanyak sepanjang tahun 2015 yang dilakukan oleh anak ialah pencurian. 
Sedangkan berdasarkan  hasil wawancara bahwa anak yang dibawah umur 
melakukan semua tindak pidana, baik tindak pidana ringan maupun berat. 
b. Data pekerjaan anak yang melakukan tindak pidana pada Tahun 
2015 
 
 
                                                          
38
 M. Husni Guna. Kepala Seksi Bimb Klien Anak. 8 Maret 2016  Pukul  09.30 WITA 
39
 Sudirman Zainuddini. Kepala Balai Pemasyarakatan Klas 1 Makassar. 14 Maret 2016 Pukul 
09.10 WITA. 
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Tabel  3.5 Pekerjaan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada 
Tahun 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
(Sumber : Kasubsi Registrasi Anak  Bapas Kota Makassar ) 
 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak 
pidana pada tahun 2015  rata-rata didominasi oleh para Pelajar atau Mahasiswa. 
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Pekerjaan Klien Anak Bapas Klas 1 Makassar 
Yang Masuk Pada Tahun 2015 
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1. Januari - 7 2 29 10 48 
2. Februari - 9 2 29 33 73 
3. Maret - 7 1 43 32 83 
4. April - 12 - 26 24 62 
5. Mei - 5 1 17 19 42 
6. Juni - 8 1 23 24 56 
7. Juli - 5 - 11 3 19 
8. Agustus - 8 2 25 28 63 
9. September - 8 - 15 19 42 
10. Oktober - 5 - 8 19 32 
11. November - 10 - 36 25 71 
12. Desember - 16 1 15 17 49 
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Hal tersebut dikarenakan adanya faktor lingkungan sehingga mempengaruhi anak 
untuk melakukan kejahatan baik tindak pidana ringan maupun berat. 
2. Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh 
Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kota Makassar 
Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana sistem 
pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan dimana 
sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan 
fungsi yakni dalam penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan 
pendampingan.  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan pada Pasal 42 salah satunya pada point b seseorang yang berada 
di dalam bimbingan Bapas ialah Anak Negara yang mendapatkan pembebasan 
bersyarat atau cuti menjelang bebas. Berdasarkan Undang-undang tersebut Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peranan yang penting dalam memberikan 
bimbingan terhadap para klien anak yang telah memperoleh pembebasan 
bersyarat.   
Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan disini ialah seseorang 
yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh 
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan 
itulah Balai Pemasyarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan 
bimbingan pada klien anak pemasyarakatan. Sedangkan tujuan utama 
mendapatkan pembebasan bersyarat ialah agar narapidana anak kembali dalam 
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lingkungan masyarakat, dan dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga 
narapidana tersebut mampu untuk merubah sikap dan perilakunya. Untuk dapat 
merubah sikap dan perilakunya hal ini juga tergantung pada pembimbingan yang diterima 
oleh klien anak selama berada di Balai Pemasyarakatan dalam. Untuk mendapatkan 
pembebasan bersyarat ( PB ) maka klien anak harus memenuhi syarat-syarat terlebih 
dahulu. Adapun  syarat-syarat klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat 
diantaranya: 
A. Syarat Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat 
 Syarat-syarat umum meliputi: 
a. Narapidana harus berkelakuan baik 
b. Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan 
dengan surat keterangan dokter lembaga pemasyarakatan 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Staf Ahli Bimbingan Klien Anak, 
bapak Burhanuddin menyatakan bahwa: 
“Setelah ada keputusuan hukum tetap dari pengadilan bahwa anak tersebut 
telah menjalani 2/3 dari pidana yang dijalaninya dan berkelakuan baik 
selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, maka anak tersebut dapat 
mengurus PB ( Pembebasan Bersyarat )”.40 
 
Hal senada juga dikatakan oleh kepada Kepala Seksi Bimb Klien Anak, 
bapak M. Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Anak yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat ( PB ) apabila anak 
tersebut berkelakuan baik selama berada di Lapas. Setelah menjalani 
bimbingannya disana dengan baik, anak tersebut dapat diajukan untuk 
memperoleh PB tujuannya ialah untuk menjadikan klien itu sebagai orang 
yang taat hukum dan dapat diterima oleh masyarakat dan keluarganya. 
Setelah mendapatkan PB maka anak tersebut akan dibimbingan di Balai 
                                                          
40
 Burhanuddin. Staf Ahli Bimbingan Klien Anak. 8 Maret 2016 Pukul 10.30 
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Pemasyarakatan dengan mengikuti program-program yang ada di 
Bapas”.41  
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa anak 
yang memperolah pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat-syaratnya salah 
satunya adalah anak tersebut berkelakuan baik selama menjalani pidananya di 
dalam Lembaga Pemasyaratan. Setelah menjalani bimbingannya di Lapas dengan 
baik, anak tersebut dapat mengajukan PB ( Pembebasan Bersyarat ). Kemudian 
berdasarkan keputusan hukum tetap dari pengadilan bahwa anak tersebut telah 
memperoleh PB, maka anak tersebut menjadi Klien di Balai Pemasyarakatan dan 
melanjutkan bimbingannya dengan mengikuti program-program bimbingan yang 
ada di Balai Pemasyarakatan.    
 Syarat Khusus Meliputi : 
a. Telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-
kurangnya 9 (Sembilan) bulan. Sebagai contoh seorang terpidana 
dijatuhi pidana selama 9 tahun, maka pembebasan bersyarat dapat ia 
peroleh ketika ia telah menjalani pidananya selama 6 tahun. Sisa 3 
tahun merupakan pembebasan bersyarat dan lama pengawasan oleh 
pemerintah 4 tahun (tiga tahun ditambah 1 tahun) 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Kasubsi Bimkemas Anak, 
bapak Riswan menyatakan bahwa: 
“Anak yang mendapatkan PB atau Pembebasan bersyarat telah menjalani 
2/3 dari masa pidana yang telah mereka jalani. Setelah itu baru bisa untuk 
mengurus PB nya.” 42 
                                                          
41
 M. Husni Guna. Kepala Seksi Bimb Klien Anak. 8 Maret 2016 Pukul 09.30 WITA 
42
 Riswan. Kepala Kasubsi Bimkemas. 8 Maret 2016 Pukul 10.30 WITA 
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Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, 
bapak M. Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat telah menjalani selama 2/3 
dari masa pidana yang ditetapkan. Setelah menjalani 2/3 hukumannya 
didalam Lembaga Pemasyarakatan, maka anak tersebut dapat mengajukan 
untuk memeperoleh Pembebasan Bersyarat ( PB ).” 43 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
selain berkelakuan baik, syarat untuk memeperoleh pembebasan bersyarat 
yakni telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Setelah menjalani 2/3 hukuman 
didalam Lembaga Pemasyarakatan, maka anak tersebut dapat mengajukan 
untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat ( PB ). Setelah mendapatkan PB, 
anak tersebut melanjutkan bimbingan di Balai Pemasyarakatan. 
Adapun prosedur untuk memperoleh pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 
11, 12 dan 13 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04-10 tahun 
1999 tentang asimilasi dan pembebasan bersyarat Dan cuti menjelang pembebasan 
bersyarat dalam Pasal 11 berbunyi : Wewenang pemberian asimilasi, pembebasan 
bersyarat dan cuti menjelang bebas ada pada Menteri Kehakiman atau pejabat 
yang ditunjuk. Dalam Pasal 12 berbunyi : Tata cara untuk pemberian asimilasi, 
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 adalah sebagai berikut: 
a. TPP LAPAS setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari 
Laporan Litmas dari BAPAS mengusulkan kepada Kepala LAPAS yang 
dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan; 
                                                          
43
 M. Husni Guna. Kepala Seksi Bimb Klien Anak. 8 Maret 2016 Pukul 09.30 WITA 
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b. Kepala LAPAS apabila menyetujui usul TPP LAPAS selanjutnya 
meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kehakiman setempat; 
c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dapat menolak atau 
menyetujui usul Kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil sidang 
TPP Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat; 
d. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menolak usul 
Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) 
hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu beserta 
alasannya kepada Kepala LAPAS; 
e. apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui 
usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan meneruskan usul 
Kepala LAPAS kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan; 
f. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul Kepala LAPAS 
menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut; 
g. dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, 
maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung 
sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu beserta alasannya 
kepada Kepala LAPAS; dan 
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h. apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala 
LAPAS, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Kehakiman untuk 
mendapatkan persetujuan.  
 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Bimbingan Klien 
Anak Makassar, bapak M.Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Adapun prosedur pemberian pembebasan bersyarat diantaranya: (1) 
Perilaku klien anak di dalam Rutan atau Lapas tetap dalam keadaan baik, 
(2) Setelah itu BAPAS (Balai Pemasyarakatan) membuatkan penelitian 
kemasyarakatan atau biasa disebut LITMAS untuk dilihat keadaan 
keluarga, masyarakat, korban, dan pemerintah setempat yang menerima 
klien anak apabila berada ditengah-tengah masyarakat, (3) setelah itu TPP 
LAPAS mempelajari Laporan Litmas dari BAPAS selanjutnya 
mengusulkan kepada Kepala LAPAS, (4) Kepala LAPAS apabila 
menyetujui usul dari TPP LAPAS selanjutnya meneruskan usulan tersebut 
kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, (5) 
apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman menyetujui usul 
Kepala LAPAS, selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan lalu berkasnya  dikirim di Jakarta, (6) setelah itu 
maka dikeluarkanlah SK dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dari 
Jakarta, kemudian dikirim ke KANWIL setempat kemudian diserahkan ke 
Lapas atau Rutan ditempat anak tersebut menjalani pidanya. (7) setelah 
keluarkan SK PB ( Pemebasan Bersyarat ) maka anak tersebut menjadi 
klien Bapas dan melanjutkan bimbingan di Balai Pemasyarakatan.” 44 
  
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa prosedur dalam memberikan pembebasan bersyarat telah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku diantaranya ialah  (1) Perilaku klien anak di dalam Rutan 
atau Lapas tetap dalam keadaan baik serta telah menjalani 2/3 masa pidananya, (2) 
Setelah itu BAPAS (Balai Pemasyarakatan) membuatkan penelitian 
kemasyarakatan atau biasa disebut LITMAS untuk dilihat keadaan keluarga, 
masyarakat, korban, dan pemerintah setempat yang menerima klien anak apabila 
                                                          
44
 M. Husni Guna. Kepala Seksi Bimb Klien Anak. 8 Maret 2016 Pukul 09.30 WITA 
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berada ditengah-tengah masyarakat, (3) setelah itu TPP LAPAS mempelajari 
Laporan Litmas dari BAPAS selanjutnya mengusulkan kepada Kepala LAPAS, 
(4) Kepala LAPAS apabila menyetujui usul dari TPP LAPAS selanjutnya 
meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kehakiman setempat, (5) apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 
menyetujui usul Kepala LAPAS, selanjutnya meneruskan usulan tersebut kepada 
Direktur Jenderal Pemasyarakatan lalu berkasnya  dikirim di Jakarta, (6) setelah 
itu maka dikeluarkanlah SK dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dari Jakarta, 
kemudian dikirim ke KANWIL setempat kemudian diserahkan ke Lapas atau 
Rutan ditempat anak tersebut menjalani pidanya. (7) setelah keluarkan SK PB ( 
Pemebasan Bersyarat ) maka anak tersebut menjadi klien Bapas dan melanjutkan 
bimbingan di Balai Pemasyarakatan. 
Adapun Data Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kota Makassar yang 
masuk pada tahun 2015 yakni: 
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Tabel  3.6 Data Klien Anak Bapas Kota Makassar Yang Masuk Pada 
Tahun 2015 
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1. Januari - - - - 48 - - 48 
2. Februari - - - - 73 - - 73 
3. Maret - 1 3 - 83 - - 87 
4. April - 1 1 - 62 - - 64 
5. Mei - - - - 42 - - 42 
6. Juni - - - - 56 - - 56 
7. Juli - 1 - - 19 - - 20 
8. Agustus - - - - 62 - - 62 
9. September - - - - 42 - - 42 
10. Oktober - 1 5 - 26 - - 32 
11. November - 1 9 - 53 - - 63 
12. Desember - - 3 - 46 - - 49 
( Sumber: Kasubsi Registrasi Anak Bapas Kota Makassar ) 
Berdasarkan tabel diatas jumlah data yang masuk untuk anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat (PB)  pada tahun 2015 yakni berjumlah 5 
orang. 
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B. Tata Cara Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak di Balai 
Pemasyarakatan Kota Makassar 
Dalam hal melaksanakan bimbingan terhadap klien anak yang mendapatkan 
pembebasan bersyarat dilakukan dengan cara, yaitu: 
1. Dengan cara datang langsung ketempat tinggal klien atau biasa disebut 
(Home Visit)  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Ahli Bimb Klien Anak, bapak 
Burhanuddin
45
 menyatakan bahwa  pelaksanaan pembimbingan dilakukan dengan 
cara mengunjungi rumah klien anak atau biasa disebut Home visit, kunjugan 
tersebut diprioritaskan terhadap klien yang sudah lama tidak datang melapor ke 
BAPAS.  Dengan kata lain para petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) anak 
BAPAS Kota Makassar yang bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan 
turun langsung kelapangan untuk mengunjungi tempat tinggal klien anak. Dalam 
melakukan bimbingan, BAPAS Kota Makassar dimana petugas Pembimbing 
Kemasyarakatan melakukan tanya-jawab secara langsung kepada para klien anak 
yang memperoleh pembebasan bersyarat dengan menayakan perkembangan anak 
selama ini mulai dari pendidikannya, aktivitas yang ia lakukaan saat ini dan 
pekerjaan apa yang mereka kerjakan selama ini serta di berikan pengarahan 
mengenai penyaluran kerja. Dalam hal penyaluran kerja pembimbing 
kemasyarakatan (PK) memberikan pengarahan terhadap klien anak yang usianya 
masih produktif serta yang tidak melanjutkan pendidikannya untuk diarahkan 
untuk bekerja sesuai dengan bakat dan minat klien anak. Berdasarkan Hasil 
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Wawancara dengan Staf Ahli Bimb Klien Anak, bapak Burhanuddin menyatakan 
bahwa: 
“Klien anak PB yang tidak melanjutkan pendidikannya akan diarahkan untuk 
bekerja sesuai dengan bakat klien anak yang tentunya tempat pekerjaannya 
akan dibantu dan dicarikan oleh pihak Bapas”. 46 
 
2. Dengan cara klien anak datang langsung ke BAPAS Kota Makassar  
Disini klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat datang secara 
langsung untuk wajib lapor ke BAPAS Kota Makassar setiap satu bulan sekali 
sebagaimana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari Pembimbing 
Kemasyarakatan (PK) sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara kepada Staf 
Ahli Bimb Klien Anak, bapak Burhanuddin
47
 menyatakan bahwa: 
“klien anak yang mendapatkan PB datang ke Bapas setiap satu bulan sekali, 
Petugas Kemasyarakatan (PK) akan menanyakan keadaan, perkembangan klien 
anak sendiri tentang bagaimana sikap dan perilaku selama ini,  pendidikannya, 
dan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini serta menerima bimbingan yang 
berupa pemberian masukan, penjelasan-penjelasan maupun motivasi bagi klien 
anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana 
selama di bimbing Balai Pemasyarakatan. 
  
Berdasarkan hasil wawancara terhadap Klien Anak, Tobi bin Toni 
menyatakan bahwa:  
“bimbingan yang diberikan di Bapas Makassar dengan cara wajib lapor, 
dengan memberikan masukan dan motivasi seperti rajin sholat, beribadah, dan 
jangan mengulangi tindak pidana lagi.”48 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa dalam melaksanakan pembimbingan klien anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat dilakukan dengan dua cara yakni yang pertama dengan cara 
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datang langsung ketempat tinggal klien atau biasa disebut (Home Visit).  
Kunjugan tersebut diprioritaskan terhadap klien yang sudah lama tidak datang 
melapor ke BAPAS, maka para petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) anak 
BAPAS Kota  Makassar turun langsung kelapangan untuk mengunjungi tempat 
tinggal klien anak.  
Selanjutnya dengan cara klien datang langsung ke BAPAS Kota Makassar. 
Disini klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat datang secara langsung 
untuk wajib lapor ke BAPAS Kota Makassar setiap satu bulan sekali sebagaimana 
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari Pembimbing Kemasyarakatan 
(PK) sebelumnya. Bentuk bimbingannya dimana Petugas Kemasyarakatan akan 
menanyakan keadaan, perkembangan klien anak sendiri tentang bagaimana sikap 
dan perilaku pendidikan, dan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini serta 
menerima bimbingan yang berupa pemberian masukan, penjelasan-penjelasan 
maupun motivasi bagi klien anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak 
mengulangi tindak pidana selama di bimbing Balai Pemasyarakatan. 
C. Tahap-tahap Pembimbingan Klien Anak  
Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan 
negara menjadikan klien anak pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat. Balai  
Pemasyarakatan mempunyai peranan dalam pembimbingan klien anak 
pemasyarakatan, yang memperlakukan klien agar menjadi baik. Yang perlu 
dibimbing adalah pribadi klien, membangkitkan rasa harga diri dan 
mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan 
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yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi 
manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi. 
Untuk melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak maka terdapat tahap-
tahap pembimbingan yang harus dijalankan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 
) terdiri atas 3 ( tiga) tahap, yaitu: a. tahap awal; b. tahap lanjutan;c. tahap akhir ( 
Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 ). Berkaitan dengan 
hal ini, proses bimbingan Balai Pemasyarakatan Kota Makassar sebagai berikut: 
a. Bimbingan Tahap Awal 
 ADMISI ORIENTASI DAN OBSERVASI 
1. Registrasi  
2. Manejer kasus ( Penunjukan wali dan PK sebagai manajer kasus ) 
3. Pengenalan diri dan lingkungan 
4. Pengamatan 
5. Litmas ( data dan informasi, profiling assessment, ) 
6. Klasifikasi dan penempatan 
7. Sidang TPP untuk rencana pembinaan tahap awal 
 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, 
bapak M.Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Tahap-tahap dalam melaksanakan pembimbingan klien anak dimulai dari 
tahap awal. Tahap awal meliputi penerimaan klien anak di Bapas, setelah itu 
melakukan registrasi untuk mendata kilen anak mulai dari identitas klien, dan 
latar belakang keluarga, kemudian kepala seksi bimbingan klien anak 
menunjuk PK untuk mendampingi anak selama menjalani masa 
bimbingannya, setelah itu anak tersebut diberikan kartu pembebasan bersyarat 
untuk dibawa ketika menjalani bimbingannya.” 49 
 
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Kasubsi Bimkemas, bapak Riswan 
menyatakan bahwa: 
“Tahap-tahap bimbingan dimulai dari tahap awal, lanjutan dan akhir. Tahap 
awal dimulai ketika anak tersebut telah menjadi klien Bapas, maka yang 
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pertama dilakukan ialah meregistrasi guna mendata klien anak serta latar 
belakang keluarga klien anak, setelah itu anak tersebut menjalani 
bimbingannya bersama dengan PK yang ditunjuk oleh Kepala Seksi Bimb 
Klien Anak.” 50 
 
b. Bimbingan Tahap Lanjutan 
 RENCANA PROGRAM 
1. Litmas ( data, informasi, evaluasi pelaksanaan program 
pembinaan/reassessment ) 
2. Klasifikasi berdasarkan hasil penilaian lanjutan 
3. Rencana Program pembimbingan 
4. Sidang TPP menentukan program pembimbingan lanjutan 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak, 
bapak M.Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Selanjutnya ialah tahap lanjutan dimana tahap ini anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat melaksanakan program-program bimbingan yang 
diberikan dari pihak BAPAS Makassar. Dalam pelaksanaan bimbingan 
tersebut dilakukan oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) masing-masing 
klien anak. Program bimbingan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan 
Panti Sosial PSMP Toddopuli Makassar, dan LPKA yang  terdiri dari  
bimbingan  keterampilan komputer, menjahit, salon, bengkel las.” 51 
 
Hal senada dikatakan oleh Kepala Kasubsi Bimkemas, bapak Riswan 
menyatakan bahwa: 
“Dalam melaksanakan program bimbingan klien anak tersebut, Bapas 
Makassar bekerja sama dengan instansi terkait dengan memberikan pelatihan 
keterampilan guna mempersiapkan anak untuk menjadi individu yang mandiri 
dan dapat mengahasilkan suatu karya setelah dibimbing serta diberikan 
pembinaan agama dan moral. Dalam hal ini anak tetap mendapatkan 
pengawasan dan pemantauan selama menjalani program bimbingan yang 
diberikan mengenai keterampilan apa yang mereka dapatkan selama diberikan 
pelatihan serta apakah anak melanjutkan pendidikannya atau tidak .” 52 
 
c. Bimbingan Tahap Akhir   
 RENCANA PROGRAM PENGAKHIRAN BIMBINGAN 
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1. Litmas ( data, informasi, evaluasi pelaksanaan program 
pembinaan/reassement ) 
2. Klasifikasi berdasarkan hasil penilaian lanjutan 
3. Rencana Program Pengakhiran 
4. Sidang TPP menentukan program pengakhiran bimbingan 
 
 PENGAKHIRAN BIMBINGAN 
1. Habis masa bimbingan 
2. Melanggar syarat umum dan/khusus 
3. Melanggar hukum 
4. Meninggal dunia 
 
 PENGAWASAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBIMBINGAN 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Bimb Klien Anak, bapak 
M. Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Dan pada tahap akhir, setelah anak tersebut telah selesai menjalani 
bimbingannya di Bapas, maka anak tersebut diserahkan kepada pemerintah 
setempat dan keluarganya, setelah itu Bapas melakukan evaluasi terhadap 
kinerjanya selama ini dalam memberikan bimbingan terhadap klien anak”.53 
 
Sedangkan menurut Kepala Kasubsi Bimkemas, bapak Riswan menyatakan 
bahwa: 
“Sedangkan pada tahap akhir ketika anak tersebut selesai menjalani masa 
bimbingannya anak tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan 
apabila anak yang masih dalam masa bimbingan di Bapas melakukan tindak 
pidana kembali, maka pembebasan bersyarat akan dicabut kemudian 
menyarankan kepada hakim untuk dikembalikan kepada pihak Lapas dan akan 
tetap diproses bimbingannya selama anak tersebut belum mencapai umur 18 
tahun.”54 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
tahap-tahap pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan 
Makassar terhadap klien anak dimulai dari tahap awal yakni penerimaan klien 
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anak di Bapas, setelah itu melakukan registrasi untuk mendata kilen anak 
mengenai latar belakang keluarganya. Selanjutnya kepala seksi bimbingan klien 
anak menunjuk PK untuk mendampingi anak selama menjalani masa 
bimbingannya. Dalam melaksanakan program pembimbingan klien anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat BAPAS Makassar bekerja sama dengan 
PSMP Toddopuli Makassar, dan LPKA untuk memberikan pelatihan keterampilan 
guna mempersiapkan anak untuk menjadi individu yang mandiri dan dapat 
mengahasilkan suatu karya setelah mendapatkan pembimbingan. Selain pelatihan 
keterampilan terdapat pula pembinaan mengenai agama dan sikap serta perilaku 
agar nantinya klien anak menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu Petugas 
Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tetap mengawasi dan memantau pendidikan 
serta pekerjaan klien anak yang mereka lakukan saat ini.  
Pada tahap akhir ketika anak tersebut selesai menjalani masa bimbingannya 
anak akan diserahkan kepada pemerintah setempat dan pihak keluarga. Akan 
tetapi apabila anak yang masih dalam masa bimbingan di Bapas melakukan tindak 
pidana kembali, maka pembebasan bersyarat akan dicabut kemudian menyarankan 
kepada hakim untuk dikembalikan kepada pihak Lapas dan setelah itu akan tetap 
diproses bimbingannya selama anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun. 
Setelah itu Bapas melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama ini dalam 
memberikan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan. 
Adapun data klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat yang 
dibimbing Bapas Makassar pada tahun 2015/2016 dapat dilihat dari tabel dibawah 
ini: 
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Tabel 3.7 Data Jumlah Sisa Klien Anak Yang Memperoleh 
Pembebasan Bersyarat Yang dibimbing Bapas Kota Makassar Pada 
Tahun 2015/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( Sumber : Kasubsi Registrasi Anak  Bapas Kota Makassar ) 
 Berdasarkan tabel 3.7 menunjukkan bahwa sebanyak 35 orang klien 
anak yang memperoleh pembebasan bersyarat yang menjadi wewenang Bapas 
Kota Makassar dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak 
pemasyarakatan pada tahun 2015/2106. 
D. Program-program Bimbingan Klien Anak Yang Memperoleh 
Pembebasan Bersyarat 
Dalam melaksanakan tahap-tahap pembimbingan tersebut terdapat bentuk atau 
wujud dari pembimbingannya sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat ( 2 ) 
Jumlah Sisa Klien Anak yang Memperoleh 
Pembebasan Bersyarat yang dibimbing BAPAS 
pada tahun 2015/2016 
NO. BULAN JUMLAH 
1. Januari 1 orang 
2. Februari 1 orang 
3. Maret 2 orang 
4. April 3 orang 
5. Mei 3 orang 
6. Juni 3 orang 
7. Juli 3 orang 
8. Agustus 4 orang 
9. September 3 orang 
10. Oktober 4 orang 
11. November 3 orang 
12. Desember  2 orang  
13.  Januari 2016 1 orang 
14. Februari 2016 1 orang 
15.  Maret 2016       1 orang   + 
Total  35 orang 
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pembinaan dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan 
bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan 
kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan 
watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa 
dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Yang 
menjadi tujuan pembimbingan kepribadian ialah membimbing pribadi klien agar 
jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum dan 
membina hubungan antara klien dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri 
sendiri dan dapat menjadi anggotanya. 
Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan 
keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sabagai 
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Adapun yang menjadi 
muatan dalam pembinaan dan pembimbingan ini dijabarkan pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan Pasal 3 sebagai berikut
55
: 
a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. kesadaran berbangsa dan bernegara; 
c. intelektual; 
d. sikap dan perilaku; 
e. kesehatan jasmani dan rohani; 
f. kesadaran hukum; 
g. reintegrasi sehat dengan masyarakat; 
h. keterampilan kerja; dan 
i. latihan kerja dan produksi. 
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Dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa bentuk 
bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Pasal 3 mendapatkan keleluasaan 
dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Wargaa Binaan 
Pemasyarakatan. 
Adapun bentuk bimbingan yang diberikan Balai Pemasyarakatan Kota 
Makassar diantaranya: 
a. Pembimbingan Agama 
Pembimbingan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar 
klien anak dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga 
binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan 
yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Menurut Kepala Seksi 
Bimbingan Klien Anak Makassar, bapak M.Husni Guna
56
 menyatakan bahwa 
penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pengajian dan 
siraman rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing klien anak 
dengan mengundang tokoh agama.  
b. Pembimbingan Sikap dan Perilaku 
Pembimbingan sikap dan perilaku sangat penting diberikan kepada warga 
binaan atau klien anak. Sikap dan perilaku merupakan konsep paling penting 
untuk merubah seseorang menjadi lebih baik, selain itu dengan memberikan 
pembimbingan sikap dan perilaku dapat membentuk karakter seseorang menjadi 
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lebih baik. Tujuannya dalam memberikan pembimbingan ini adalah agar klien 
anak dapat berperilaku baik dalam bersosialisasi dikehidupan sehari-hari terhadap 
masyarakat setempat serta agar klien anak tidak mengulangi tindak pidana yang 
pernah mereka lakukan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Balai 
Pemasyarakatan Makassar, bapak Sudirman Zainuddin
57
 menyatakan bahwa 
penerapan pembimbingan tersebut dilakukan dengan cara-cara melakukan 
bimbingan konseling secara face to face dengan memberikan pengarahan berupa 
sikap dan perilaku serta motivasi agar anak tersebut nantinya dapat menjadi 
pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah mereka 
lakukan selama menjadi klien anak di Balai Pemasyarakatan.  
c. Pembimbingan Kesadaran Hukum 
Pembimbingan kesadaran hukum ini menanamkan pemahaman bagi 
Narapidana terhadap norma dan kaedah hukum, agar tidak melanggar hukum. 
Pembimbingan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan 
dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar 
kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, narapidana 
menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum 
dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, 
ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara 
Indonesia yang taat kepada hukum.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak 
menyatakan bahwa  
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“bentuk kesadaran hukum yang diberikan terhadap klien anak berupa 
penyuluhan Narkoba yang bekerja sama dengan instansi yang terkait seperti 
BNN Makassar. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan 
dan peringatan kepada Warga Binaan Pemasyaraktan untuk tidak 
menggunakan narkoba. Jadwal kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari 
Kamis”. 
 
Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk bimbingan yang 
diberikan Bapas Kota Makassar terdiri dari pembimbingan Agama dalam bentuk 
ceramah dan siraman rohani sesuai agama masing-masing, Sikap dan Perilaku 
yang berupa bimbingan konseling, Pembimbingan Kesadaran Hukum yang 
diberikan dalam bentuk penyuluhan narkoba yang bekerja sama dengan instansi 
terkait yakni BNN Makassar. 
3. Faktor Penunjang dan Penghambat BAPAS Kota Makassar Dalam 
Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan 
Bersyarat 
a. Faktor Penunjang 
Adapun yang menjadi faktor penunjang Bapas Kota Makassar dalam 
pelaksanaan pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat 
diantaranya: 
1.  Sumber Daya Manusia Pegawai Bapas Makassar 
Sumber daya manusia yang dimaksud disini ialah Pegawai yang bertugas di 
Balai Pemasyarakatan. Salah satu aspek terpenting dari faktor pegawai adalah 
pengetahuan-pengetahuan pegawai akan bidang pekerjaan yang dilakukan. 
Pekerjaan dapat dilakukan oleh pegawai jika pegawai tersebut mempunyai 
pengetahuan tentang tugasnya masing-masing. Selain pengetahuan, kinerja suatu 
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institusi ataupun kelembagaan juga dilihat dari jumlah pegawai yang akan 
menjalankan tugasnya mengingat wilayah kerja Bapas yang sangat luas. Adapun 
jumlah Pegawai Bapas Kota Makassar berjumlah 42 orang dengan tingkat 
pendidikan yang rata-rata telah bergelar sarjana. 
Menurut Kepala Seksi Bimb Klien Anak, bapak M. Husni Guna menyatakan 
bahwa: 
“Salah satu yang menjadi faktor pendukung atau penunjang kinerja Bapas 
ialah SDM pegawai Bapas itu sendiri, mengingat wilayah kerja Bapas yang 
luas diperlukan pengetahuan yang baik mengenai Bapas dan  jumlah pegawai 
yang signifikan. Dan hal tersebut tidak menjadi masalah bagi Bapas Makassar 
sebab pegawai disana telah diberikan pelatihan (PK) serta pegawai Bapas itu 
sendiri menempuh pendidikan yang rata-rata sudah sarjana”.58 
Hal senada juga dikatakan oleh bapak Jaelani yang menyatakan bahwa: 
“Yang menjadi faktor penunjang kinerja bapas ialah SDM bapas sebab 
jumlah pegawai Bapas Kota Makassar berjumlah 42 orang dan rata-rata 
pegawai Bapas telah bergelar sarjana sehingga tidak menjadi penghambat 
dalam melakukan kinerjanya”.59 
Menurut Kepala Kasubsi Bimkemas, bapak Riswan  menyatakan bahwa: 
“Yang menjadi salah satu faktor pendukung Bapas ialah Pegawai itu sendiri 
dimana pegawai minimal harus sarjana dan dia sudah mendapatkan SK-PK 
pendidik yakni PPK ( Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan ) hal tersebut 
nantinya akan mempermudah untuk melaksanakan tugas di Bapas”.60 
2. Fasilitas Alat Transportasi 
Fasilitas alat transportasi merupakan salah satu fasilitas yang menunjang 
kinerja pada sebuah institusi ataupun disuatu kelembagaan. Majunya sebuah 
institusi atau lembaga didukung dengan adanya fasilitas kendaraan roda dua 
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ataupun empat. Pada Balai Pemasyarakatan Kota Makassar telah memiliki 
fasilitas kendaraan roda dua yang akan digunakan untuk mempermudah dalam 
melaksanakan tugas bagi Petugas Kemasyarakatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimb Klien Anak, bapak 
M. Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Yang selanjutnya menjadi faktor pendukung Bapas Makassar dalam 
melaksanakan pembimbingan klien anak ialah dengan tersedianya kendaraan 
roda dua ataupun empat, yang nantinya akan digunakan untuk memperlancar 
kinerja Bapas agar dapat memantau, mengunjungi rumah klien, dan mencari 
data klien anak.”61 
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Balai Pemasyaratakan Kota Makassar, 
bapak Sudirman Zainuddin  menyatakan bahwa: 
“Yang menjadi faktor penunjang kinerja bapas ialah alat transportasi berupa 
kendaraan roda dua. Hal ini telah dimiliki oleh Bapas Makassar. Sementara itu 
pada tahun 2015 terdapat pengeluaran untuk membeli kendaraan roda dua 
yang ditempatkan di pos Bapas di Pare-pare dan Bulu Kumba.”62 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang 
menjadi faktor penunjang Bapas Kota Makassar ialah Sumber Daya Manusia 
Pegawai Bapas Makassar yang dimana rata-rata pegawai telah bergelar sarjana 
dan telah mengikuti pelatihan PK ( Pembimbing Kemasyarakatan ) yang diadakan 
oleh Kemenkumhan ataupun dari tingkat pusat. Selain itu yang menjadi faktor 
penujang lainnya ialah Fasilitas Alat Transportasi yang dimana Bapas Kota 
Makassar telah memiliki kendaraan roda dua yang akan mempermudah kinerja 
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Bapas untuk menjalankan tugas-tugasnya yakni dalam memantau, mengunjungi 
rumah klien, dan mencari data klien anak. 
b. Faktor Penghambat 
Adapun yang  menjadi faktor penghambat Bapas Kota Makassar dalam 
pelaksanaan pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat 
diantaranya: 
1. Anggaran yang terbatas 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Makassar, 
bapak Sudirman Zainuddin menyatakan bahwa: 
“Salah satu yang menjadi penghambat Bapas dalam melaksanakan 
pembimbingan klien anak ialah mengenai dana atau biaya operasional yang 
terbatas. Anggaran menjadi hal klasik terhambatnya kinerja Bapas. Hal ini 
dapat dilihat dari bimbingan yang diberikan oleh Bapas Makassar misalnya 
idealnya anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya seharusnya dari 
pihak Bapas membantu anak untuk melanjutkan pendidikannya akan tetapi 
yang menjadi kendala ialah masalah dana yang kurang, selain itu bimbingan 
berupa keterampilan menjahit, komputer biasa tidak terlaksana karena tidak 
adanya anggaran khusus anak, selain itu kinerja Bapas yang luas dimana 
petugas Bapas melakukan kunjungan dirumah klien anak yang jaraknya jauh 
sehingga membutuhkan biaya kadang tidak terlaksana dikarenakan anggaran 
yang terbatas”.63 
Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Seksi Bimb Klien Anak, bapak M. 
Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Yang menjadi penghambat Bapas dalam melakukan pembimbingan klien 
anak yang memperoleh pembebasan bersyarat ialah anggaran yang 
terbatas. Mengingat kinerja Bapas yang sangat luas yakni 10 wilayah 
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kabupaten dan 2 Kota Madya sehingga harus membutuhkan anggaran yang 
tidak sedikit”. 
Dari hasil wawancara kepada salah satu staf  ahli bimker klien anak, bapak 
Abdul Haris menyatakan bahwa: 
“yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas di bapas kota Makassar 
ialah anggran itu sendiri khususnya dibagian anak, hal ini bisa dilihat dengan 
tidak berjalannya pembuatan penelitian kemasyarakatan mengenai laporan 
perkembangan anak selama menjadi klien anak di bapas”.64 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
yang menjadi salah satu penghambat Bapas Kota Makassar ialah anggaran yang 
terbatas. Anggaran merupakan hal klasik yang menjadi penghambat Bapas untuk 
melakukan pembimbingan terhadap klien anak. Hal tersebut dapat dilihat dari 
kurangnya sarana dan prasarana di Bapas sehingga tidak terlaksananya program 
bimbingan yang berupa bimbingan keterampilan kerja dan pelatihan kerja, selain 
itu masih terdapat beberapa PK ( Pembimbing Kemasyarakatan ) anak yang jarang 
mengunjungi rumah klien anak dikarenakan anggaran yang kurang sehingga 
mereka tidak membuat penelitian kemasyarakatan dalam bentuk laporan 
perkembangan klien anak. 
2. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan ( PK ) anak yang jarang 
mengunjungi rumah klien anak 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Kasubsi Bimkemas, bapak 
Riswan menyatakan bahwa:  
“masih ada beberapa petugas PK anak yang jarang untuk mengunjungi 
rumah klien anak, hal ini dikarenakan rumah klien yang jauh dan anggaran 
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yang kurang, sehingga PK tidak mengunjungi rumah klien anak 
tersebut”.65 
Hal senada juga dikatakan oleh klien anak pemasyarakatan, Tobi 
menyatakan bahwa: 
“selama saya tidak melapor ke Bapas, belum ada PK yang mengunjungi di 
tempat tinggal saya.”66 
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa masih 
terdapat beberapa PK ( Pembimbing Kemasyarakatan ) anak yang jarang 
mengunjungi rumah klien anak hal ini dikarenakan karena anggaran yang terbatas 
sehingga PK tidak mengunjungi tempat tinggal klien anak. 
3. Klien Anak yang jarang melapor 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Bimb Klien Anak, bapak  
M.Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Salah satu penghambat Bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien 
anak ialah anak itu sendiri yang malas melapor ke Bapas dalam tiap bulan, 
sehingga menyulitkan pihak Bapas untuk memantau perkembangan anak 
mulai dari pendidikan maupun pekerjaannya dan apabila anak yang jarang 
melapor maka akan diberikan sanksi yang tegas”.67 
Senada dengan hal itu menurut Kepala Kasubsi Bimkemas, bapak Riswan, 
menyatakan bahwa: 
“Yang menjadi kendala Bapas ialah anak yang jarang melapor ke Bapas, 
sehingga menyulitkan pihak Bapas untuk memantau perkembangan anak, dan 
apabila anak yang jarang melapor ke Bapas, maka PK akan mengunjungi ke 
rumah klien dengan memberikan teguran yang tegas kepada anak tersebut”.68 
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Menurut peneliti berdasarkan hasil pengamatan dilapangan setelah 
mengunjungi rumah klien anak, salah satu yang menjadi klien anak malas melapor 
ialah karena pergaulan yang bebas. Sebab anak tersebut jarang pulang ke rumah 
dan memilih menginap ditempat tinggal temannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu keluarga klien anak, mereka 
menyatakan bahwa :  
“anak ini jarang pulang ke rumah, kalau pun ia pulang biasanya malam-
malam, sebab anak ini selalu keluyuran sama teman-temannya dan biasa 
menginap dirumah temannya”. 
 Berdasarkan wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa faktor 
lingkungan yakni pergaulan bebas yang menjadi salah satu mengapa klien anak 
jarang untuk melapor ke Bapas dan yang menyebabkan pula klien anak 
mengulangi tindak pidananya kembali. 
4. Kesadaran hukum orang tua anak yang kurang 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Kasubsi Bimkemas, bapak 
Riswan  menyatakan bahwa: 
“Kesadaran hukum orang tua yang kurang sehingga menyulitkan pihak Bapas 
untuk mendata dan memantau klien anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang 
tidak menerima kedatangan pihak Bapas, selain itu orang tua anak yang tidak 
mengerti tentang hukum mereka menganggap bahwa apabila anaknya telah 
keluar dari Lapas maka proses hukum telah selesai, padahal anak tersebut 
masih melanjutkan sisa hukumannya dan dibimbing dari pihak Bapas. 
Sehingga biasanya dari pihak Bapas menjelaskan terlebih dahulu perihal 
kedatangan Bapas terhadap orang tua anak”.69 
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Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Makassar, 
bapak Drs. Sudirman Zainuddin, M.Si menyatakan bahwa: 
“Orang tua anak yang tidak terbuka yang menjadi penghambat Bapas untuk 
mendata klien anak, membimbing dan  memantau perkembangan anak”.70 
Menurut peneliti melihat hal tersebut perlunya ada sosialiasi terlebih dahulu 
kepada masyarakat dari pihak Bapas agar masyarakat dapat mengetahui seputar 
hukum mengenai peranan Balai Pemasyarakatan itu sendiri, sehingga masyarakat 
lebih meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan seputar hukum. 
5. Sarana dan prasarana Bapas Makassar yang kurang 
Dari hasil wawancara kepada Kepala Kasubsi Bimker, bapak Jaelani 
menyatakan bahwa: 
“Salah satu yang menjadi kendala Bapas Makassar ialah sarana dan prasarana 
dalam membimbing klien anak yang kurang. Bisa dilihat belum adanya sarana 
keterampilan anak seperti sarana menjahit, komputer, selain itu belum adanya 
tempat ruangan khusus keterampilan anak untuk menyalurkan bakat dan 
minatnya ”.71 
Senada juga dikatakan oleh Kepala Kasubsi Bimkemas, bapak Riswan  
menyatakan bahwa: 
“Sarana dan prasarana yang ada di Bapas Makassar sangat minim, seperti 
masih kurangnya peralatan di kantor Bapas yang menunjang kinerjanya 
misalnya belum semua PK mendapatkan Laptop maupun printer, padahal 
peralatan tersebut sangat dibutuhkan dalam pembuatan LITMAS” 
Menurut peneliti melihat hal tersebut seharusnya pihak Bapas menyediakan 
sarana dan prasarana dalam memberikan bimbingan terhadap klien anak, dengan 
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adanya sarana yang memadai diharapkan anak selalu aktif melapor kepada pihak 
Bapas dan tetap melaksanakan program-program bimbingan yang diberikan guna 
membekali anak kedapannya untuk hidup mandiri. 
Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan 
yang menjadi faktor penghambat Bapas Makassar dalam melaksanakan 
pembimbingan klien anak diantaranya anggaran yang terbatas, Petugas PK anak 
yang jarang mengunjungi rumah klien anak, klien anak yang jarang melapor, 
kesadaran orang tua anak tentang hukum yang kurang dan sarana dan prasarana 
Bapas yang kurang. 
4. Upaya Bapas Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Pembimbingan 
Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat 
Adapun upaya yang dilakukan Bapas Kota Makassar dalam mengatasi faktor 
penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat diantaranya: 
1. Mengusulkan anggaran APBN kepada Pemerintah untuk menunjang 
kinerja Bapas Kota Makassar 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Bimb Klien Anak 
Makassar, bapak M.Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Tetap mengusulkan anggaran APBN kepada pemerintah untuk menunjang 
kinerja Bapas Makassar kedepannya mengingat wilayah kerja Bapas yang 
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luas, sehingga dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi Bapas 
dalam melakukan pembimbingan terhadap klien anak”.72 
Senada juga dikatakan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Makassar, bapak 
Sudirman Zainuddin menyatakan bahwa: 
“Mengusulkan adanya anggaran khusus anak, hal ini dilakukan agar anak yang 
besangkutan dapat hidup mandiri dari bimbingan keterampilan yang diberikan 
dari pihak Bapas, selain itu dapat membantu klien anak untuk melanjutkan 
pendidikannya”. 
2. Meningkatkan pelatihan Sumber Daya Manusia dari Petugas Bapas  
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bapas Kota Makassar, bapak 
Sudirman Zainuddin menyatakan bahwa: 
“Perlu adanya peningkatan SDM dari Petugas dengan cara mengikuti latihan 
melalui diklat-diklat berupa latihan kewirausahaan, latihan PK ( Pembimbing 
Kemasyarakatan ) yang diselenggarakan oleh pihak Kemenkumham agar 
dapat menunjang kinerja Bapas terhadap tugasnya masing-masing”. 
Senada juga dikatakan oleh Kepala Seksi Bimb Klien Anak Makassar, bapak 
M.Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Tetap melaksanakan pendidikan dan pelatihan ditingkat pusat untuk 
meningkatkan SDM dari Petugas Bapas”. 
3. Meningkatkan koordinasi terhadap instansi yang terkait 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Bimb Klien Anak 
Makassar, bapak M.Husni Guna menyatakan bahwa: 
“Diupayakan tetap meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait 
seperti Lembaga Pemasyarakatan (LP) agar dapat mempermudah dan 
memperlancar tugas dari masing-masing instansi ataupun lembaga yang 
terkait”.73 
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4. Tetap memberikan pengarahan dan pembimbingan terhadap klien anak 
agar tidak mengulangi tindak pidananya kembali. 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bimkemas Anak, bapak Riswan 
menyatakan bahwa: 
“kita tetap memberikan pengarahan dan pembimbingan yang baik terhadap 
klien anak agar mereka tidak mengulangi tindak pidananya kembali, sebab 
anak merupakan aset Negara yang perlu dibina, dirawat dan dibimbing  agar 
menjadi pribadi yang lebih baik dimasa depannya .
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B. PEMBAHASAN 
 
1. Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh 
Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kota Makassar 
Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana sistem 
pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan. Salah satu tugas Balai 
Pemasyarakatan adalah melaksanakan pembimbingan.  
Bimbingan kemasyarakatan merupakan pembinaan di luar Lembaga 
Pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan ditujukan kepada seseorang yang 
tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Bimbingan 
kemasyarakatan adalah daya upaya  yang dilakukan terhadap terpidana bersyarat 
anak dan anak didik dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali 
pelanggaran hukum yang dilakukannya.  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan seseorang yang berada di dalam bimbingan Bapas salah satunya 
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termuat pada Pasal 42  pada point b dijelaskan bahwa Anak Negara yang 
mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Berdasarkan 
Undang-undang tersebut Balai Pemasyarakatan (BAPAS) mempunyai peranan 
yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para klien anak yang telah 
memperoleh pembebasan bersyarat.   
Untuk  memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi terlebih 
dahulu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum dan khususnya ialah 
apabila narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya 
di Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya anak tersebut dapat mengajukn PB ( 
Pembebasan Bersyarat ).  Kemudian berdasarkan keputusan hukum tetap dari 
pengadilan bahwa anak tersebut telah memperoleh PB, maka anak tersebut 
menjadi Klien di Balai Pemasyarakatan dan melanjutkan bimbingannya dengan 
mengikuti program-program bimbingan yang ada di Balai Pemasyarakatan. 
Dalam melaksanakan pembimbingan anak yang memperoleh pembebasan 
bersyarat sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
1999 pasal 31 ayat 2 yang dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pembimbingan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala BAPAS wajib mengadakan 
perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program 
pembimbingan.  
Dalam melakukan  pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat Balai Pemasyarakatan melaksanakan dengan dua cara yang 
pertama dengan cara datang langsung ketempat tinggal klien (Home Visit).  
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Kunjugan tersebut diprioritaskan terhadap klien yang sudah lama tidak datang 
melapor ke BAPAS.  Dengan kata lain para petugas Pembimbing Kemasyarakatan 
(PK) anak BAPAS Kota Makassar yang bertugas sebagai Pembimbing 
Kemasyarakatan turun langsung kelapangan untuk mengunjungi klien ditempat 
tinggalnya. Dalam melakukan bimbingan, dimana petugas Pembimbing 
Kemasyarakatan melakukan tanya-jawab secara langsung kepada para klien anak 
yang memperoleh pembebasan bersyarat dengan melihat perkembangan anak 
selama ini mulai dari pendidikannya, aktivitas yang ia lakukaan saat ini dan 
pekerjaan apa yang mereka kerjakan selama ini serta memberikan teguran tegas 
terhadap klien anak yang jarang melapor agar klien anak tetap rutin untuk wajib 
lapor ke Bapas Kota Makassar .  
Selanjutnya dengan cara klien datang langsung ke BAPAS Kota Makassar. 
Disini klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat datang secara langsung 
untuk wajib lapor ke BAPAS Kota Makassar setiap satu bulan sekali sebagaimana 
sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari Pembimbing Kemasyarakatan 
(PK) sebelumnya. Bentuk bimbingannya dimana Petugas Kemasyarakatan akan 
menanyakan keadaan, perkembangan klien anak sendiri tentang bagaimana sikap 
dan perilaku pendidikan, dan pekerjaan yang mereka lakukan saat ini serta 
menerima bimbingan yang berupa pemberian masukan, penjelasan-penjelasan 
maupun motivasi bagi klien anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak 
mengulangi tindak pidana selama di bimbing Balai Pemasyarakatan. Dan apabila 
klien anak yang masih dalam masa bimbingan dari Bapas melakukan tindak 
pidana kembali, maka pihak Bapas memberikan saran kepada hakim di pengadilan 
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agar mencabut PB ( Pembebasan Bersyarat) anak dan dikembalikan di Lembaga 
Pemasyarakatan selama anak tersebut masih berusia dibawah 18 tahun. 
Adapun bentuk program bimbingan yang diberikan Bapas Kota Makassar 
terhadap klien anak terdiri dari pembimbingan Agama diberikan dalam bentuk 
ceramah dan siraman rohani sesuai agama masing-masing, selanjutnya 
pembimbingan sikap dan perilaku yang diberikan dalam bentuk bimbingan 
konseling, dan pembimbingan kesadaran hukum yang diberikan dalam bentuk 
penyuluhan narkoba yang bekerja sama dengan instansi terkait yakni BNN 
Makassar.  
Melihat hal tersebut maka menurut peneliti peranan yang dilakukan oleh 
Bapas Kota Makassar dalam melakukan pembimbingan terhadap klien anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat sejauh ini telah dilakukan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaan bentuk program yang 
diberikan oleh pihak Bapas Kota Makassar selama ini hanya memberikan nasihat-
nasihat dari Pembimbing Kemasyarakatan kepada klien anak sehingga perlu untuk 
merealisasikan bentuk program bimbingan yang tepat bagi klien anak, karena 
sejauh ini masih jauh dari apa yang diharapkan seperti belum terlaksananya 
program bimbingan keterampilan kerja dan pelatihan kerja. Padahal didalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 pasal 3 tentang Pembinaan dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan mendapatkan keleluasan dalam 
menentukan dan melaksanakan bentuk program bimbingan kepada klien anak 
pemasyarakatan. Maka untuk dapat menjalankan program-program tersebut Balai 
Pemasyarakatan Kota Makassar seharusnya mengevaluasi kinerjanya selama 
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setiap tahun agar yang menjadi penghambat dalam menjalankan program tersebut 
dapat diminimalisir, tentunya hal ini demi kebaikan Bapas itu sendiri supaya dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik kedepannya. 
2. Faktor Penunjang Dan Penghambat Bapas Kota Makassar Dalam 
Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh 
Pembebasan Bersyarat 
 
a) Faktor Penunjang 
Dalam melaksanakan kinerja Bapas Kota Makassar terdapat faktor penunjang 
dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan 
bersyarat diantaranya: 
1. Sumber Daya Manusia Pegawai Bapas Makassar 
Sumber daya manusia yang dimaksud disini ialah Pegawai yang bertugas di 
Balai Pemasyarakatan. Salah satu aspek terpenting dari faktor pegawai adalah 
pengetahuan-pengetahuan pegawai akan bidang pekerjaan yang dilakukan. 
Pekerjaan dapat dilakukan oleh pegawai jika pegawai tersebut mempunyai 
pengetahuan tentang tugasnya masing-masing. Selain pengetahuan, kinerja suatu 
institusi ataupun kelembagaan juga dilihat dari jumlah pegawai yang akan 
menjalankan tugasnya mengingat wilayah kerja Bapas yang sangat luas. Dalam 
hal ini jumlah Pegawai Bapas Kota Makassar berjumlah 42 orang dengan tingkat 
pendidikan yang rata-rata telah sarjana dan mendapatkan SK-PK pendidik yang 
diberikan melalui pelatihan dari tingkat pusat yang nantinya akan mempermudah 
untuk melaksanakan tugas di Bapas. 
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2. Fasilitas Alat Transportasi 
Fasilitas alat transportasi merupakan salah satu fasilitas yang menunjang 
kinerja pada sebuah institusi ataupun disuatu kelembagaan. Majunya sebuah 
institusi atau lembaga didukung dengan adanya fasilitas kendaraan roda dua 
ataupun empat. Pada Balai Pemasyarakatan Kota Makassar telah memiliki 
fasilitas kendaraan roda dua yang akan digunakan untuk mempermudah dalam 
melaksanakan tugas terutama bagi Petugas Kemasyarakatan. 
b) Faktor Penghambat 
Adapun yang  menjadi faktor penghambat Bapas Kota Makassar dalam 
pelaksanaan pembimbingan klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat 
diantaranya: 
1. Anggaran yang terbatas 
Faktor penghambat lainnya Bapas dalam melaksanakan pembimbingan klien 
anak ialah mengenai dana atau biaya operasional yang terbatas. Anggaran menjadi 
hal klasik terhambatnya kinerja Bapas. Mengingat kinerja Bapas yang sangat luas 
yakni 10 wilayah kabupaten dan 2 Kota Madya sehingga harus membutuhkan 
anggaran yang tidak sedikit, mulai dari mengunjungi rumah klien anak serta 
sarana dan prasarana dalam melakukan pembimbingan di Bapas Makassar yang 
masih kurang. 
2. Petugas Petugas Pembimbing Kemasyarakatan ( PK ) anak yang jarang 
mengunjungi rumah klien anak 
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Yang menjadi penghambat Balai Pemasyarakatan Kota Makassar masih ada 
beberapa petugas PK ( Pembimbing Kemasyarakatan ) anak yang jarang 
mengunjungi rumah klien anak hal ini dikarenakan karena anggaran yang terbatas 
dan rumah klien anak yang jauh sehingga PK tidak mengunjungi tempat tinggal 
klien anak. 
3. Klien anak yang jarang melapor 
Penghambat Bapas lainnya dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien 
anak ialah anak itu sendiri yang jarang melapor ke Bapas dalam setiap bulan, 
sehingga menyulitkan pihak Bapas untuk memantau perkembangan anak mulai 
dari pendidikan maupun pekerjaannya. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan 
setelah mengunjungi rumah klien anak, salah satu yang menjadi klien anak malas 
melapor ialah karena pergaulan yang bebas. Sebab anak tersebut jarang pulang ke 
rumah dan memilih menginap ditempat tinggal temannya. Selain itu kesibukan 
anak yang bekerja membuatnya jarang untuk melapor ke Bapas. 
4. Kesadaran hukum orang tua yang kurang 
Kesadaran hukum orang tua yang kurang sehingga menyulitkan pihak Bapas 
untuk mendata dan memantau klien anak. Hal ini dikarenakan orang tua yang 
tidak menerima kedatangan pihak Bapas, selain itu orang tua anak yang tidak 
mengerti tentang proses hukum, sehingga biasanya dari pihak Bapas menjelaskan 
terlebih dahulu perihal kedatangan Bapas terhadap orang tua anak. 
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5. Sarana dan prasarana Bapas Makassar yang kurang 
Faktor penghambat selanjutnya ialah sarana dan prasarana dalam 
membimbing klien anak yang kurang. Dalam hal ini belum adanya sarana 
keterampilan anak seperti sarana menjahit, komputer, selain itu belum adanya 
tempat ruangan khusus keterampilan anak untuk menyalurkan bakat dan 
minatnya, selain itu masih terdapat PK yang belum memiliki Laptop dan Printer. 
Sehingga hal tersebut menghambat kinerja Bapas Kota Makassar. 
3. Upaya Bapas Kota Makassar Dalam Pelaksanaan Pembimbingan 
Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat 
Adapun upaya yang dilakukan Bapas Kota Makassar dalam mengatasi faktor 
penghambat atau kendala dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat diantaranya: 
1. Mengusulkan anggaran APBN kepada Pemerintah untuk menunjang 
kinerja Bapas Kota Makassar 
Dalam hal ini Bapas Makassar tetap mengusulkan anggaran APBN khusus 
anak kepada pemerintah mengingat wilayah kerja Bapas yang luas. Dengan 
adanya anggaran tersebut nantinya akan mempermudah kinerja Bapas dalam 
melakukan pembimbingan terhadap klien anak. 
2. Meningkatkan pelatihan Sumber Daya Manusia dari Petugas Bapas  
Perlu adanya peningkatan SDM dari Petugas dengan cara mengikuti latihan 
melalui diklat-diklat berupa latihan kewirausahaan, latihan PK ( Pembimbing 
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Kemasyarakatan ) yang diselenggarakan oleh pihak Kemenkumham agar dapat 
menunjang kinerja Bapas terhadap tugasnya masing-masing. 
3. Meningkatkan koordinasi terhadap instansi yang terkait 
Dalam hal ini Bapas Makassar tetap meningkatkan koordinasi dengan instansi 
yang terkait seperti Lembaga Pemasyarakatan ( LP )  agar dapat mempermudah 
dan memperlancar tugas-tugas dari masing-masing instansi yang terkait. 
4. Tetap memberikan pengarahan dan pembimbingan terhadap klien anak 
agar tidak mengulangi tindak pidananya kembali. 
Upaya yang dilakukan Balai Pemasyarakatan ialah dimana petugas PK 
anak tetap memberikan pengarahan dan pembimbingan yang baik terhadap 
klien anak agar mereka tidak mengulangi tindak pidananya kembali, sebab 
anak merupakan aset Negara yang perlu dibina, dirawat dan dibimbing  agar 
menjadi pribadi yang lebih baik dimasa depannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai peranan Balai 
Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang 
Memperoleh Pembebasan Bersyarat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien anak yang memperoleh 
pembebasan bersyarat dilakukan dengan cara petugas pembimbing 
kemayarakatan (PK) datang langsung ketempat tinggal klien anak atau 
biasa disebut (Home Visit), serta klien anak yang memperoleh pembebasan 
bersyarat datang langsung untuk wajib lapor ke BAPAS Kota Makassar 
setiap satu bulan sekali. Akan tetapi dalam pelaksanaan bentuk program 
yang diberikan oleh pihak Bapas Makassar selama ini belum berjalan 
dengan efektif seperti masih belum terlaksananya bimbingan berupa 
keterampilan kerja dan pelatihan kerja bagi klien anak. Hal ini bisa terlihat 
dari anggaran yang terbatas dan sarana prasarana dari Bapas Kota 
Makassar yang kurang.  
2. Adapun yang menjadi faktor penunjang Bapas Kota Makassar dalam 
memberikan bimbingan klien anak ialah sumber daya manusia pegawai 
Bapas, dan fasilitas alat transportasi berupa kendaraan roda dua. 
Sementara itu yang menjadi penghambat Bapas Kota Makassar dalam 
melaksanakan pembimbingan klien anak diantaranya: anggaran yang 
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terbatas, Petugas ( PK) anak yang jarang mengunjungi rumah klien anak, 
klien anak yang jarang melapor, kesadaran orang tua anak tentang hukum 
yang kurang, dan sarana dan prasarana Bapas yang kurang. 
3. Untuk mengatasi penghambat atau kendala tersebut maka upaya yang 
dilakukan Bapas Kota Makassar diantaranya: tetap mengusulkan anggaran 
APBN kepada pemerintah untuk menunjang kinerja Bapas Kota Makassar, 
meningkatkan pelatihan Sumber Daya Manusia dari Petugas Bapas, tetap 
meningkatkan koordinasi terhadap instansi yang terkait dan tetap 
memberikan pengarahan dan pembimbingan terhadap klien anak agar 
tidak mengulangi tindak pidanya kembali. 
B. Implikasi 
Hasil Penelitian ini memberikan beberapa implikasi, antara lain: 
1. Implikasi terhadap Pemerintah, diupayakan untuk tetap memberikan 
anggaran terhadap Balai Pemasyarakatan Kota Makassar untuk menunjang 
program-programnya agar Bapas dapat menjalankan tugas-tugasnya 
dengan baik selama ini, selain itu diharapkan kontribusi pemerintah untuk 
tetap mengawasi dan memantau kinerja Balai Pemasyarakatan. 
2. Implikasi terhadap Lembaga Balai Pemasyarakatan yakni diupayakan tetap 
memberikan program-program bimbingan terhadap klien anak agar klien 
anak mendapatkan bimbingan yang dapat memberikan perubahan yang 
baik terhadap anak di masa depan dan  tidak mengulangi tindak pidananya 
kembali, selain itu diupayakan Bapas tetap bekerja sama dengan baik 
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terhadap instansi yang terkait agar dalam menjalankan tugas-tugasnya 
berjalan dengan lancar. 
3. Implikasi terhadap Pembimbing Kemasyarakatan ( PK ) anak yakni tetap 
memantau dan mengawasi perkembangan anak selama ini serta PK tetap 
mengunjungi rumah klien anak, agar nantinya dapat mempermudah dalam 
membuat laporan penelitian kemasyarakatan dengan demikian peranan 
Bapas dapat diketahui oleh masyarakat umum. 
4. Implikasi terhadap Masyarakat yakni diupayakan setelah mengetahui 
keberadaan Balai Pemasyarakatan, masyarakat dapat menumbuhkan rasa 
kesadaran mengenai hukum atau aturan yang berlaku. Dengan demikian 
dapat terjalinnya komunikasi yang baik antara petugas Bapas dengan 
orang tua anak. 
C. Saran-saran 
Adapun saran dalam penelitian ini diantaranya: 
1. Bagi pemerintah tetap memperhatikan terkait anggaran terhadap Bapas 
terutama anggaran khusus anak, hal ini agar dapat mempermudah dalam 
menjalankan tugas Bapas Kota Makassar kedepannya. 
2. Bagi pihak Bapas Kota Makassar perlu menjalankan dan meningkatkan 
program-program bimbingan yang diberikan terhadap klien anak, seperti 
bimbingan berupa keterampilan kerja dan pelatihan kerja agar nantinya 
anak tersebut dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki serta dapat 
menumbuhkan rasa kemandirian bagi klien anak di masa depannya. 
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3. Bagi pihak Bapas Makassar perlu meningkatkan sosialisasi atau 
keterbukaan informasi terkait kinerja Bapas untuk masyarakat luas. 
4. Bagi pihak Bapas Kota Makassar perlu meningkatkan sarana dan 
prasarana Bapas Kota Makassar agar klien anak dapat memperoleh 
bimbingan yang memadai berupa bimbingan keterampilan sehingga anak 
dapat mengembangkan potensi dan bakat yang mereka miliki agar berguna 
di masa depannya. 
5. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan atau PK anak perlu  turun langsung ke 
lapangan dengan mengunjungi rumah klien anak, agar  PK anak dapat 
melihat dan mengetahui kondisi secara langsung perkembangan klien anak 
serta dapat memantau perkembangan anak selama ini. 
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